GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN

PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan
ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12,

13.

-0

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
546);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 380);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9
Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan
Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 851);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);



Menetapkan

-3,

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset
dan Inovasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 Nomor 4);

16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN
PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

5. Pemerintah  Kabupaten/Kota adalah  Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang  menyelenggarakan  fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan
pengembangan yvang meliputi Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di daerah.



8.

10.

11.

(1)

(2)

(3)

s B

Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi
yvang berkaitan dengan pemahaman tentang fenmomena
alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan
penarikan kesimpulan ilmiah.

[novasi adalah hasil pemikiran, penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang
mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta
memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan I[Imu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah, yang selanjutnya
disingkat RIPJPID, adalah dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan
partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan
teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi
permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman

bagi Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan

terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset

dan Inovasi di Provinsi.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. menjadi arah kebijakan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

b. mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan pembangunan daerah;

c. mendorong Riset dan Inovasi;

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ilmu
pengetahuan dan teknologi;

e. menentukan prioritas program ilmu pengetahuan
dan teknologi secara bertahap;

f. memperkuat tata kelola dan kelembagaan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan

g. menyokong transformasi digital dan industri.

Sasaran RIPJPID Provinsi meliputi penyelenggaraan Riset

dan Inovasi, ekosistem dan sumber daya yang

dibutuhkan untuk menghasilkan Riset dan Inovasi

sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan potensi

daerah.



-
BAB 11
SISTEMATIEA RIPJPID
Pasal 3

(1) Dokumen RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a, Babl : gambaran otensi sumber daya
alam/potensi ekonomi daerah;

b. Babll : gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di
daerah;

c. Bablll : permasalahan utama pembangunan
daerah dan potensi pemecahannya;

d. BablV : tema prioritas Riset dan Inovasi di
daerah;

e. BabV : tantangan dan peluang Riset dan
Inovasi di daerah; dan

f. BabVI : analisis kesenjangam kebijakan

berbasis bukti dan Ekosistem Riset
dan [novasi di Daerah;
g, Bab VIl : strategi Riset dan Inovasi di daerah;
h. Bab VIl peta jalan Riset dan Inovasi di daerah;
(2) Dokumen RIPJPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB 111
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Gubernur melaksanakan RIPJPID Provinsi Tahun 2025-
2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan RIPJPID Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan untuk
diterapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau pemangku
kepentingan terkait.

(3) Dalam  rangka  pelaksanaan  RIPJPID  Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Provinsi dapat  bersinergi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Riset dan
Inovasi sebagal penjabaran dari RIPJPID Provinsi Tahun
2025-2029.



(2)

(3)

(4)

(3)
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(4)
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Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), dikoordinasikan oleh Badan untuk dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan

terkait.

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan Rencana Aksi Tahunan.

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti
(evidence based policy); dan

b. program dan target tahunan pengembangan produk
ungeulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan
Inovasi.

Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6
Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RIPJPID Provinsi Tahun
2025-2029 sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur melalui Badan
serta dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau
pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan  koordinasi
dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka sinergi
pelaksanaan antara RIPJPID Provinsi dengan RIPJPID
Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan kajian Riset dan Inovasi pada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib
dikoordinasikan dengan Badan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029
dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/atau sumber lain vang sah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait riset dan
inovasi dinyatakan tetap berlaky sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 agustus 2n26
GUBERNUR SUMATERA SELATA
H. HERMAN DERU
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 esgustus 2026
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATE

EDWARD CANDRA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 20



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
[LMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029.

BAB I
GAMBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM/
POTENSI EKONOMI DAERAH

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan bagian
penting dari tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Secara global, arah pembangunan kini bergeser dari
eksploitasi sumber daya alam menuju pendekatan berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi. Riset dan inovasi memegang peranan
strategis, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan
produktivitas, tetapi juga dalam menyediakan sclusi kreatif untuk
tantangan pembangunan (Rohmah, 20235). Kolaborasi antara riset,
pengembangan IPTEK, dan perumusan kebijakan daerah akan
menghasilkan kebijakan yang berdasarkan bukti dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat (Hidayat, 2024). Misalnya, penelitian di
bidang pertanian dapat mendorong kemajuan teknologi yang
memperkuat ketahanan pangan, sementara riset energi terbarukan
berperan dalam mendukung peralihan menuju energi ramah
lingkungan. Penguatan riset dan IPTEK di tingkat lokal adalah
langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian
lingkungan (Firdaus, 2022).



Walaupun demikian, hingga saat ini, pengembangan riset dan
IPTEK di daerah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar-pemangku
kepentingan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di
bidang riset (Suhardi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peta jalan
pemajuan riset dan IPTEK daerah yang mampu menjadi panduan
strategis dalam merumuskan kebijakan, menyinergikan program,
serta mengarahkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Penguatan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) di tingkat daerah memegang peranan penting
dalam menghasilkan pengetahuan serta inovasi yang aplikatif untuk
mendukung proses pembangunan (Alam et al.,, 2022). Melalui hasil
penelitian di bidang agrikultur, misalnya, dapat dikembangkan
teknologi pertanian presisi yang berkontribusi pada peningkatan
produktivitas panen. Di sisi lain, inovasi pada sektor energi
terbarukan berpotensi mendorong pengembangan sumber energi yang
berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu. Integrasi antara hasil riset
dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya meningkatkan
efektivitas program, tetapi juga memberikan nilai tambah yang
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Akbar et al.,
2023).

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan
mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan
dengan dukungan perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan
sistern desentralisasi. Mandat menjalankan pemerintahan tersebut
bertujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat
melalui perumusan kebijakan publik yang responsif serta pengelolaan
anggaran yang tepat sasaran (Taufiqurokhman, 2014). Sebagaimana
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki beberapa fungsi,
yaitu: (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2] Menjalankan



otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
dan (3) Memiliki hubungan antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah  dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan.

Kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta
desentralisasi fiskal telah mempertegas posisi strategis Pemerintah
Daerah sebagal enlilas pemerintahan yang berinteraksi langsung
dengan masyarakat (Hasanah et al., 2025). Dalam kerangka tersebut,
perumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah menuntut
perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi
yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi
komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat
ditentukan oleh kualitas perencanaan yang berbasis pada riset dan
inovasi (Handini et al., 2025). Pendekatan berbasis pengetahuan ini
memungkinkan perencanaan yang lebih fokus, berdampak signifikan,
serta efisien dalam penggunaan sumber daya fiskal. Dengan demilian,
pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar dalam perumusan
kebijakan publik diyakini dapat mempercepat akselerasi
pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Transformasi kebijakan riset dan inovasi di Indonesia memasula
babak baru dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) pada tahun 2021. BRIN diharapkan berperan sebagai motor
penggerak dalam memperkuat ekosistem riset, termasuk mendorong
pengembangan kapasitas riset di daerah. Dalam kerangka penguatan
kelembagaan tersebut, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menegaskan bahwa riset dan
inovasi di daerah diselenggarakan dan disinergikan oleh Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat provinsi dan Kabupaten /Kota.
Pasal 2 Ayat (3) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 juga
menyebutkan bahwa penyelenggaraannya dapat disinergikan dengan



kemitraan bersama lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan
tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup serangkaian
aktivitas, termasuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan BRIN
Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian bertujuan untuk: (1) peningkatan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) perbaikan tata
kelola Pemerintah Daerah; (3] pemberdayaan dan peran serta
masyarakat; (4) peningkatan daya saing daerah; dan (5) peningkatan
kesejahterman masyarakat. Pengembangan bertujuan untuk
menindaklanjuti hasil penelitian guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memajukan peradaban. Pengkajian melibatkan
proses analisis dan rekayasa yang mencakup: (1) pengujian; (2)
pengembangan teknologi; (3) rancang bangun; dan (4) pengoperasian.
Program penerapan mencakup: (1) alih teknologi; (2) intermediasi
teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4)
komersialisasi teknologi.

Berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional, Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan peneraparn,
gserta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan
peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di
Daerah (RIPJ PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan
yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran
[lmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam
mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.



Badan Riset Inovasi Dacrah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan
telah mulai menjalankan fungsi strategis dalam bidang riset dan
inovasi sebagai bagian dari upaya mendulkung pembangunan daerah.
Peran ini semalkin mendapat penguatan melalui arahan kebijakan dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BRIN, yang mendorong
agar seluruh proses perumusan kebijakan pembangunan dilandasi
oleh hasil riset dan inovasi yang relevan. Penguatan ini diharaplkan
mampu menciptakan ekosistem riset yang lebih kokoh dan adaptif,
seiring dengan upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan
secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK
Daerah (RIPJ PID) Provingi Sumatera Sclatan Tahun 2025-2029 ini
disusun sebagai dokumen turunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025--2029. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk
memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara
terarah, berbasis bukti, dan selaras dengan agenda prioritas
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Tema Prioritas pada
dokumen ini adalah "100.000 Sultan Muda Sumsel,” yang
menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong
munculnya generasi pengusaha muda, pelaku ekonomi kreatif, dan
inovator muda yang memiliki daya saing tinggi. Tema ini diarahkan
untuk mengakselerasi transformasi ekonomi daerah melalui
penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi tepat guna. serta
perluasan ekosistemn inovasi yang adaptif. Seluruh arah
pengembangan tersebul selaras dengan semangat Revolusi Industri
5.0, yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan
menekankan integrasi teknologi cerdas dengan nilai kemanusiaan.
Selain itu, penyusunan RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan ini juga
mengacu pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang
menekankan penguatan SDM, hilirisasi industri, kewirausahaan,



pembangunan ekonomi hijau-biru, serta pemerataan pembangunan

menuju kemandirian dan keberlanjutan.

1.2 Dasar Hukum

a)

b)

cj

d)

el

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 148).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang WNomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



h)

8}

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan” dan "Undang-
Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950
(Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52) yang direvisi terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322).



k} Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset

dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 192)

1} Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

m) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumalera Selatan Nomor |
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tojuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan risel dan inovasi di
wilayah tersebut. Dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam

menyelaraskan agenda riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan,

guna mencapai integrasi, keberlanjutan, dan ketepatan dalam

memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Adapun

tujuan utama dari dokumen ini meliputi:

1,

Mengkaji kondisi umum dan potensi sumber daya alam serta

ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;

. Mengidentifikasi gambaran dan kondisi riset dan inovasi daerah

Provinsi Sumatera Selatan;

Menganalisis permasalahan utama pembangunan daerah dan
potensi pemecahannya melalui riset dan inovasi;

Menetapkan tema-tema prioritas dalam riset dan inovasi daerah
Provingi Sumatera Selatan;

Menganalisis tantangan serta peluang pengembangan riset dan
inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Menelaah kesenjangan antara kebijakan berbasis bukti dengan
ekosistern riset dan inovasi di daerah Provinsi Sumatera
Selatan;



7. Merumuskan strategi untuk memperkuat dan meningkatkan
ekosistem riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;

8. Menyusun peta jalan program prioritas riset dan inovasi daerah
yang relevan, terintegrasi, dan selaras dengan rencana
pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;

9, Merancang strategi berupa rencana aksi dalam mencapai dan
mengembangkan tema prioritas 100.000 Sultan Muda Provinsi
Sumatera Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen ini adalah
terwujudnyva ckosistem riset dan inovasi daerah yang kuat,
terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung terciptanya
100.000 wirausaha muda yang inovatif, produktif, dan berdaya saing
di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2029,

1.4 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara astronomis Provinsi Sumatera Selatan terletak antara
1°25’13"-4°55’17" Lintang Selatan dan 102°3'52"-106°1945" Bujur
Timur (Gambar 1.1). Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera
Selatan berada pada posisi yang strategis dengan berbatasan dengan
wilayah-wilayah berikut ini:

a) Sebelah Utara :  Provinsi Jambi
b) Sebelah Selatan :  Provinsi Lampung
¢} Sebelah Barat : Provinsi Bengkuliu

d) Sebelah Timur . Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



t
=|

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 700.7-1-6117 Talun 2021 don Garis Pantai

Takun 2021

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri atas 17
daerah otonom yang mencakup 13 kabupaten dan 4 kota, dengan Kota
Palembang berfungsi scbagai ibu kota provinsi (Tabel 1.1). Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan mencakup total luas sekitar 94.770,15
km?, yang terbagi atas daratan seluas 86.769,34 km® dan wilayah
perairan pesisir seluas kurang lebih 8.000,81 km?. Secara struktural,
provinsi ini terbagi menjadi 241 kecamatan, 403 kelurahan, dan 2.855
desa. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Ogan Komering Ilir
dengan total luas 17.068,99 km?, sementara Kota Palembang memiliki

cakupan wilayah terkecil, yaitu seluas 352,51 km?.

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten /Kota di
Provinsi Sumatera Selatan

1. | Ogan Komering Ulu 3.774,497 13 14 143
2. | Ogan Komering Ilir 17.068,99 18 13 314
3. | Muara Enim 6.763,912 22 10 245
4. | Lahat 4,333,065 24 18 360
5. | Musi Rawas 6.122,588 14 13 186
6. | Musi Banyuasin 14.550,788 15 13 229




B, 5,

Luas :
; Jumiah Jumlah | Jumlah
e . (lem EKecamatan | Kelwrshan | Desa
7. __Bam?uaain 12.262,756 21 25 288
8. | Ogan Komering Ulu 4.369,252 19 T 305
Selatan
9. | Ogan Komering Ulu 3412716 20 T 252
Timur
10. | Ogan Thr 2.3(}2?35& 16 14 227
11, | Empat Lawang 2.234,097 10 9 147
12. | Penukal Abab 1.842 563 5 (5} 65
Lematang [lir
13. | Musi Rawas Utara 5,037,803 7 7 82
"14. | Palembang 352,506 18 107 0
15. | Prabumulih 447,311 & 33 12
16. | Pagar Alam 625,913 5 as 0
17. | Lubuk Linggau 367,726 8 72 ]
Bumatera Selatan B86.769.34 241 403 2.855

Sumber: Perda RTRW Provins: Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Berdasarkan data luas wilayah daratan menurut kota dan
kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering
llir merupakan wilayah dengan daratan terluas, yaitu mencapai
17.068,99 km?. Kabupaten Musi Banyuasin berada pada posisi kedua
dengan luas wilayah 14.550,788 km®*. Kemudian diikuti Kabupaten
Banyuasin seluas 12.262,756 km®. Adapun wilayah dengan luas
daratan terkecil di Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Kota
Palembang dengan lnas 352,506 km? dan Kota Lubuk Linggau seluas
367,726 km?. Dari segi jumlah kecamatan, Kabupaten Lahat memiliki
jumlah kecamatan terbanyak, yakni sebanyak 24 kecamatan, diikuti
oleh Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 kecamatan. Sementara itu,
jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak
107 kelurahan, disusul oleh Kota Lubuk Linggau sebanyak 72
kelurahan. Untuk jumlah desa, Kabupaten Lahat menempati urutan
tertinggi dengan 360 desa, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering [lir
sebanyak 314 desa.
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1.5 Demografl dan Ketenagakerjaan

Penduduk suatu wilayah merupakan elemen fundamental dalam
proses pembangunan, tidak hanya sebagai sumber daya manusia
(SDM] yang menjalankan pembangunan, tetapi juga sebagai penerima
manfaat dari hasil pembangunan tersebut (Hasibuan & Rukiah, 2023).
Dalam konteks pengembangan wilayah, keberadaan penduduk
sebagai potensi SDM memiliki peran strategis dalam pengelolaan serta
pemanfaatan sumber daya lokal secara arif dan Dberkelanjutan.
Kontribusi penduduk dalam pembangunan mencakup dua dimensi
utama, yaitu sebagai subjek yang menggerakkan pembangunan dan
sebagai objek yang merasakan dampaknya.

Penduduk dapat menjadi aset pembangunan apabila didukung
oleh kualitas SDM yang memadai. Sebaliknya, tanpa kualitas yang
memadai, keberadaan penduduk justru dapat menjadi tantangan
yang menghambat kemajuan. Dengan demikian, upaya peningkatan
kapasitas dan kualitas SDM menjadi faktor krusial agar jumlah
penduduk yang besar dapat memberikan kontribusi nyata dan positif
terhadap percepatan pembangunan wilayah secara menyeluruh. Tabel
1.2 menunjukkan bahwa Kota Palembang tercatat sebagai wilayah
dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.718.440 jiwa
pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1.729.843 jiwa pada tahun
2025. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan
jumlah penduduk sebanyak 885.902 jiwa pada tahun 2024 dan
meningkat menjadi 897.425 jiwa pada tahun 2025. Sementara itu,
Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati urutan ketiga, dengan
jumlah penduduk sebanyak B07.085 jiwa pada tahun 2024 dan
meningkat menjadi 816.505 jiwa pada tahun 2025,



Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten /Kota Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024 ,2025

Jumiah Pendoduk {Jiwa)
No Kabupaten/Kota 2020 | 2024 2028
1. | Ogan Komering Ulu 367.603 383.039 | 386.816 |
2. | Ogan Komering llir 769.348 B07.085 | B816.505
3. | Muara Enim 612.900 640.962 5647.936
4. | Lahat 430.071 | 450.281 | 455,581
| 5. | Musi Rawas 395.570 411.787 415.744
6. | Musi Banyuasin _ 622.206 651.950 539.302
7. | Banyuasin 836.914 885.902 | 897.425
8. | Opan Komering Ulu Selatan 08981 429 535 434.789
9. | Ogan Komering Ulu Timur 6449853 674184 680.094
10. | Ogan Iir 416.549 436.141 441.183
11. | Empat Lawang 333.622 349.641 348.974
12. | Penukal Abab Lematang [lir 194.900 205,384 208,032
13. | Musi Rawas Ulara 188,861 198.413 200.799
14. | Palembang 1.668.848 | 1.718.440 | 1.729.843
15. | Prabumulih 193.196 203.312 205905
16. | Pagar Alam 143.844 149.199 150.533
17. | Lubuk Linggan 234.166 245,046 249054
Sumatera Selatan 8.467.432 | 8.837.301 | 8,928.515
Sunber: Badan. Pusat Statistik Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2025
Tabel 1. 3 Kepadatan Penduduk per km” Berdasarkan
Kabupaten /Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024, 2025
Kepadatan penduduk per {lom®)
e Eadupubuy no 2020 2024 2025
1. | Ogan Komering Ulu 76,63 101,48 102,48
2. | Ogan Komering [lir 41,91 47,28 47,83
3. | Muara Enim 83,00 94,76 95,79
4, | Lahat 80,97 103,92 105,14
5. | Musi Rawas 62,29 67,26 67,90
f. | Musi Banyuasin 43,61 44 81 45 31
7. | Banyuasin 70,73 72,24 73,18
8. | Ogan Komering Ulu Selatan 74,44 125,86 127,40
9. | Ogan Komering Ulu Timur 192,83 154,30 L5565
10. | Ogan Ilir 156,24 189,39 191,58 |
' 11. | Empat Lawang 147 B5 154,71 156,20 |
12. | Penukal Abab Lematang Iir 105,92 11147 112,90
13. | Musi Rawas Utara 31,43 33,42 33,82
14. | Palembang 4.519,93 4.874,87 4.907,22
15. | Prabumulih T, 83 454,52 460,32
16. | Pagar Alam 227,01 238,37 240,50
17. | Lubuk Linggau 583,23 669,09 BY7,27
Sumasatera Selatan 92,45 101,85 102,90

Sumber: Badan Pusat Statistikc Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sebaliknya, Kota Pagar Alam merupakan wilayah dengan jumiah
penduduk paling sedikit, yakni 149.199 jiwa pada tahun 2024 dan
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150.533 jiwa pada tahun 2025. Jumlah penduduk terendah kedua
terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan populasi sebesar
198.413 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 200.799 jiwa
pada tahun 2025. Temuan ini menunjulkkan adanya variasi jumlah
penduduk yvang signifikan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan,
dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk secara umum
dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah (Tabel 1.3).
Kota Palembang menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan
kepadatan penduduk tertinggi, yvaitu sebesar 4.874 87 jiwa/km? pada
tahun 2024 dan meningkat menjadi 4.907,22 jiwa/km® pada tahun
2025. Kepadatan tertinggi kedua terdapat di Kota Lubuk Linggau,
vang mencatatkan angka secbesar 669,09 jiwa/km? pada tahun 2024
dan 677,27 jiwa/km? pada tahun 2025. Selanjutnya, Kota Prabumulih
berada pada posisi ketiga, dengan kepadatan penduduk sebesar
454,52 jiwa/km?® pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 460,32
jiwa/km? pada tahun 2025.

Di sisi lain, Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat scbagai
wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 33,42
jiwa/km? pada tahun 2024 dan 33,82 jiwa/km® pada tahun 2025.
Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi kedua dengan
kepadatan terendah, yakni sebesar 44,81 jiwa/km?* pada tahun 2024
dan meningkat sedikit menjadi 45,31 jiwa/km® pada tahun 2025. Data
ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di
wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah kabupaten yang
memiliki wilayah geografis lebih luas dan populasi yang tersebar.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis
yang menggambarkan persentase peningkatan jumlah penduduk
dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. Indikator
ini mencerminkan dinamika perubahan jumlah penduduk sebagai
hasil dari proses kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.



Laju pertumbuhan yang stabil dan terukur penting untuk mendukung
perencanaan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruldtur,
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinei Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sumatera
Sclatan
Tahun 2022-2024 (%)

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2022 hingga 2024
(Gambar 1.2). Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tercatat sebesar
1,15 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 1,11
persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut
mengalami peningkatan kembali menjadi 1,12 persen. Perubahan ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah ini masih
berada dalam kisaran moderat, yang memerlukan perhatian dalam
pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik secara
berkelanjutan.

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi
Sumatera Selatan pada tahun 2025 menunjukkan variasi jumlah yang
cukup signifikan di antara wilayah kabupaten/kota (Tabel 1.4), Secara
keseluruhan jumlah laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan lebih
banyak dengan jumlah 4.542.623 jiwa dibandingkan perempuan yang
mencapai 4.385.892 jiwa. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah
dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak, yaitu sebanyak 866.246
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jiwa, diikuti oleh Kabupaten Banyuasin dengan 459.026 jiwa.
Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki paling sedikil terdapat di

Kota Pagar Alam, yaitu sebesar 76.979 jiwa.

Tabel 1. 4 Populasi Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan
Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Jenis Kelamin
No Kabupaten/EKota Laki-aki e Jumlah
1. | Ogan Komering Ulu 197.773 189.043 386.816
2. | Ogan Komering llir 418.678 397.827 816.505
3. | Muara Enim 330.191 317.745 647.936
4. | Lahat 232.641 222.940 455,581
5. | Musi Rawas 212.339 203.405 415.744
6. | Musi Banyuasin 338,072 321.230 650,302
7. | Banyuasin 459,026 438.399 897,425
8. | Ogan Komering Ulu Selatan |  224.464 210.325 434.789
9. | Ogan Komering Ulu Timur 347 480 332614 680.094
10. | Ogan Iir 223.544 217.639 441,183
11. | Empat Lawang 179.062 169.912 348.974
12. | Penukal Abab Lematang Ilir 105.028 103.004 208.032
13. | Musi Rawas Utara 102.266 98.533 200.799
14. | Palembang 866,246 863.597 1.729.843
15. | Prabumulih 103.479 102.426 205.905
16. | Pagar Alam 76.979 73.554 150.533
17. | Lubuk Linggau 125.355 123.699 | 249054
Sumatera Selatan 4,542.623 | 4.385.892 | 8.928.515

Sumber; Badan Pusat Statistil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Di sisi lain, Kota Palembang juga menempati posisi tertinggi

dalam jumlah penduduk perempuan, yakni sebanyalk 863.597 jiwa.
Kabupaten Banyuasin kembali menempati posisi kedua dengan
jumlah penduduk perempuan sebanyak 438.399 jiwa. Jumlah
penduduk perempuan paling sedikit juga tercatat di Kota Pagar Alam,
yaitu sebanyak 73.554 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Kota
Palembang sebagai ibu kota provinsi memiliki konsentrasi penduduk
tertinggi untuk kedua jenis kelamin, sedangkan Kota Pagar Alam
merupakan wilayah dengan populasi terendah secara relatif, baik laki-

laki maupun perempuan
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Struktur penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025
berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan
dominasi penduduk usia muda (Tabel 1.5). Kelompok umur 10-14
tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak,
yakni sebesar 773.508 jiwa, terdiri atas 395.667 laki-laki dan 377.841
perempuan. Kelompok usia terbanyak kedua adalah usia 5-9 tahun
dengan jumlah 766.093 jiwa, terdiri atas 392.076 laki-laki dan
374.017 perempuan.

Tabel 1. 5 Populasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kelompok Jenis Kelamin
s Umur Laki-laki Perempuan s
L 04 371.212 356.111 727.323
2. 50 392.076 374.017 766.093 |
3, 10-14 395.667 377.841 773.508 |
4, 15-19 363.980 342.168 706,148
5. 20-24 356.996 336.412 693,408
6. 25-29 361.648 343.685 705.333
7. 30-34 356,097 339.293 605,390
8. 35-39 351.885 336,331 6E8.216
9. 40-44 331.601 318.300 649.901
10. 45-49 307.232 296.719 603.951
11. 50-54 268,862 261.613 530.475
12. 55-59 221.929 218.726 440.655
13. 60-64 176.078 176.317 352.395
14, 65-69 129.859 131.491 261.350
15. 70-74 86,172 90.068 176.240 |
16. 75+ 71.329 56800 158.129
Jumlah 4.542.623 4.385.892 8.928.515

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling
sedikit adalah usia 75 tahun ke atas, yaitu sebanyak 158.129 jiwa,
yang terdiri dari 71.392 laki-laki dan 86.800 perempuan. Diikuti oleh
kelompok umur 70-74 tahun, yang mencatatkan jumlah 176.240 jiwa,
dengan rincian 86.172 laki-laki dan 90.068 perempuan. Distribusi ini
menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada
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tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak dan
remaja, sedangkan proporsi penduduk lansia relatif lebih kecil

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen kunci dalam
mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah (Suhandi
et al., 2020). Aspek ini mencakup berbagai indikator penting, seperti
tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, kompetensi
serta keterampilan tenaga kerja, dan kondisi kerja yang meliputi aspek
upah, durasi kerja, hingga perlindungan keselamatan kerja. Struktur
penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan
pada tahun 2024 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja (Tabel 1.6). Jumlah angkatan kerja
tercatat sebanyak 4.659.808 jiwa, yang terdiri dari 2.286.429 lalki-laki
dan 1.791.380 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100
jiwa merupakan penduduk yang bekerja, dengan rincian 2.760.733
laki-laki dan 1.719.367 perempuan. Sementara itu, pengangguran
terbuka mencapai 179.709 jiwa, terdiri atas 107.696 laki-laki dan
72.013 perempuan.

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024

Jenis Kelamin
Hegiatan Utama Takidaki : Jumiah
Angkatan Kerja 2,868.429 1.791.380 4.659.809
" a. Bekerja 2.760.733 1.719.367 4.380.100
b. ?“WEW“E 107,696 72.013 179.709
Bukan Angkatan Kerja 474.978 1.444 946 1.919.924
a. Sekolah 211.563 242.526 454.080
b - B | 86,630 1.112.167 1.198.797
c. Lainnya 176.785 90.253 267,038
Jumlah | 3.343.407 3.236.326 6.579.733

Sumber: Badan Pusat Statistil Provinst Sumatera Selatan Tahun 2025

Selain itu, jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan
kerja sebanyak 1.919.924 jiwa, yang mencakup 474.978 laki-laki dan
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1.444.946 perempuan. Kelompok ini terdiri dari penduduk yang masih
sekolah sebanyak 454.089 jiwa (211.563 laki-laki dan 242,526
perempuan), penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak
1.198.797 jiwa (86.630 laki-laki dan 1.112.167 perempuan), serta
penduduk dalam kategori lainnya sebanyak 267.038 jiwa. Distribusi
ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam peran dan
keterlibatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, khususnya
dalam kategori bukan angkatan kerja, yang sebagian besar diisi oleh
perempuan yang mengurus rumah tangga.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan proporsi
penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik
sebagai tenaga kerja aktif maupun pencari kerja. Di sisi lain, tingkat
pengangguran merepresentasikan  jumlah individu yang belum
memperoleh pekerjaan meskipun secara aktif mencarinya. Kondisi
kerja yang layak, adil, dan aman turut menentukan tingkat
kesejahteraan tenaga kerja serta berkontribusi terhadap peningkatan
motivasi dan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan dalam sektor
ketenagakerjaan tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup
masyarakat secara menyehuruh.

Tabel 1. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Angkatan

Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama
Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

A’Wﬂﬂ.m

Pengmngguran Jumlah
No | Kabupaten/Kota =
paten/ Bekeria | Pernah |  Ti9ak | smiaten
Pernah | Jumiah Ketia
Bekerja | port :

¥, ﬁﬁi‘n Komering | yq5405 | 5113 | 3.007 | 8120 | 200545
2, ?ﬁrﬁn Komering | ,a0915 | 4383 | o042 | 14325 | 423.243
3. | Muara Enim 328288 | 3871 | 10.624 | 13.995 | 342.283
4. | Lahat 238301 | 2.563 | 5006 | 7.659 | 245.960
5. | Musi Rawas 224.946 | 1.334 | 5.100 | 4440 | 229.386
6. | Musi Banyuasin 322 577 42358 2.797 7.032 329 609
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wm
_ Pengangguran Fumial
No | Habu )
o paten/Kota i | Tasmed Tidak | Angkatan

i Jumiah
Beketia | poyer: Keria
Banyussin 419.360 8.560 5.497 14.057 433.417

Ogan  Komering 957.318 206 3.912 4.718 262.036

Ulu Selatan

Ogan  Komering »
9. Uy Timur R79.157 5.288 B.256 13.544 392,701
10. | Ogan Ihir 241151 4_ 2977 3.886 6.663 251277
11. | Empat Lawang 205.549 2.067 3.940 6.007 211.55R

Penuleal Abab

12 |7 : 111.755 | 1.005 | 3.308 | 4.313 | 116.068
amatang llir

13, | Must Rewas | g7309 | 1740 | 3289 | 5.029 | 102358

14. | Palembang 744367 | 28.027 | 27.825 | 55.852 | 800.219

15. | Prabumulih 9B.550 885 4240 | 5.125 | 103.675 |

| 16. | Pagar Alam 85100 | 1.131 | 904 | 2035 | 87.135

17. | Lubuk Linggau 121.546 | 3.497 | 3.298 | 6795 | 128.341

Sumatera Selatan | 4.480.100 | 76.782 | 102.927 | 179.709 | 4.659.809
Sumber: Badan Pusal Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan
yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 15
tahun ke atas yang bekerja tercatat sebanyak 4.659.809 jiwa (Tabel
1.7). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100 jiwa, sedangkan
sisanya, yaita 179.709 jiwa, termasuk dalam kategori pengangguran.
Kota Palembang merupakan wilayah dengan jumlah angkatan kerja
terbanyak, yakni sebanyak 800.219 jiwa, yvang terdiri atas 744.367
jiwa penduduk bekerja dan 55.852 jiwa pengangguran. Posisi kedua
ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan total angkatan kerja
sebanyak 433.417 jiwa (419.360 bekerja dan 14.057 pengangguran),
diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 423.243 jiwa
(408,918 bekerja dan 14.325 pengangguran).

Sementara itu, jumlah angkatan kerja paling sedikit terdapat di
Kota Pagar Alam, yakni sebanyak 87.135 jiwa, dengan rincian 85.100
jiwa bekerja dan 2.035 jiwa pengangguran. Disusul oleh Kabupaten
Musi Rawas Utara dengan total angkatan kerja sebanyak 102.358 jiwa
(97.329 bekerja dan 5.029 pengangguran). Data ini memberikan
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gambaran mengenai sebaran potensi tenaga kerja antarwilayah serta
menunjukkan dominasi jumlah angkatan kerja di wilayah perkotaan
dan padat pendudulk, seperti Kota Palembang. Informasi ini penting
untuk mendukung perencanaan program ketenagakerjaan dan
pengurangan pengangguran secara ftepat sasaran di tingkat
kabupaten /kota.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas
yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja di Provinsi
Sumatera Selatan bervariasi antar kabupaten/kota (Tabel 1.8), Kota
Palembang tercatat scbagai wilayah dengan jumlah bukan angkatan
kerja terbanyak, yaitu sebesar 479.229 jiwa. Dari jumlah tersebut,
95.848 jiwa merupakan penduduk yang masih bersckolah, 305.560
jiwa mengurus rumaeh tangga, dan 77.821 jiwa termasuk dalam
kategori lainnya.Kabupaten Banyuasin menempati urutan kedua
dengan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 229.156 jiwa, yang
terdiri atas 42.436 jiwa bersekolah, 159.632 jiwa mengurus rumah
tangega, dan 27.088 jiwa lainnya.

Kemudian jumiah bukan angkatan kerja paling sedikit terdapat
di Kota Pagar Alam, yaitu sebanyak 24.376 jiwa, dengan rincian 8.000
jiwa masih bersekolah, 12.930 jiwa mengurus rumah tangga, dan
3.446 jiwa lainnya. Disusul oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang
[lir dengan total sebanyak 30.818 jiwa, yang terdiri dari 11.652 jiwa
bersekolah, 15.695 jiwa mengurus rumah tangga, dan 3.471 jiwa
lainnya. Data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Kota
Palembang memiliki jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang
tinggi, yang didominasi oleh aktivitas mengurus rumah tangga.



Tabel 1. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Bukan
Angleatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan
Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Bukan Angkatan Kerja
o | e a0 Selolah | Rumah | Lainnya | Jumish
Tangga
1. | Ogan Komering Ulu 17.487 56.742 6.535 BO.764
2. | Ogan Komering lir 37.435 | 124.677 | 21098 | 183.210
3. | Muara Enim 30.909 80.360 | 18.126 | 129.395
4. | Lahat 22.798 52.087 | 16281 | 91.166
5. | Musi Rawas 20.677 48.110 9.127 77.914
6. | Musi Banyuasin 34.915 92.901 14.481 | 142.297
7. | Banyuasin 42,436 159,632 27.088 229,156
0 Ko i
G | SBYL. ARG Ula | 19 847 39.058 | 6894 | 65799
9. | Ogan Komering Ulu Timur | 37.276 64.246 15.005 116,527
10, | Ogan Iiir 17.788 39.569 | 13.533 | 70.890
11. | Empat Lawang 19.523 27.632 | 12.580 | 59.735
12 Ff:“ﬂ‘al Absh lematang | 4959 15.695 3.471 30.818
13. | Musi Rawas Utara 11.023 26.368 6.060 43.451
14. | Palembang 05.848 | 305.560 | 77.821 | 479.229
15. | Prabumulih 12,270 26.092 5.022 43.384
16. | Pagar Alam 8.000 12.930 3.446 24.376
17. | Lubuk Linggau 14.205 27.138 | 10470 | 51813
Sumatera Selatan 454,089 | 1.198.797 | 267.038 | 1.919.924

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinst Sumatera Selatan Trahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator
yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)
yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang
mencari pekerjaan, TPAK menjadi ukuran penling dalam menilai
sejauh mana potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam suatu wilayah.
Pada tahun 2024, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
mencatatkan TPAK tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu
sebesar 79,93 persen (Tabel 1.8). Posisi berikutnya ditempati oleh
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan tingkat partisipasi
sebesar 79,02 persen, disusul oleh Kota Pagar Alam dengan TPAK
sebesar 78,14 persen. Tingginya angka TPAK di wilayah-wilayah



tersebut mencerminkan keterlibatan yang relatif tinggi dari penduduk
usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan
Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No Kabupaten/Kota TPAK |%])
1. | Opgan Komering Ulu 71,29
2, | Ogan Komering Ilir 71,29
3. | Muara Enim 72,57
4. | Lahat 72,96
5. | Musi Rawas 74,65
6. | Musi Banyuasin 69,85
7. | Banyussin 65,41
8. COgan Komering Ulu Selatan 79,93
9. Ogan Komering Ula Timur Tr. A2
10. | Ogan Dir B 78,00
11. | Empat Lawang - 77,98
12. | Penukal Abab Lematang llir 79,02
13. | Musi Rawas Utara 70,20
14. | Palembang 63,54
158. | Prabumulih 70,50
16. | Pagar Alam 78,14
" 17. | Lubuk Linggau 71,24
Sumatera Selatan 70.82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumotera Selatan Tahun 2025

Sebaliknya, Kota Palembang mencatatkan TPAK terendah di
provinsi ini, yaitu sebesar 62,54 persen. Kabupaten Banyuasin
menyusul di posisi kedua terendah dengan TPAK sehesar 65,41
persen. Rendahnya tingkat partisipasi ini mengindikasikan adanya
potensi angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap atau
berpartisipasi dalam pasar kerja secara optimal. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan
tren peningkatan selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun
2022, TPAK tercatat sebesar 69,31 persen, kemudian mengalami
kenaikan menjadi 70,72 persen pada tahun 2023. Tren positif ini
berlanjut pada tahun 2024, dengan angka TPAK mencapai 70,82
persen. Kenaikan TPAK ini mengindikasikan bahwa proporsi
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penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja
maupun yang sedang mencari pekerjaan, semakin meningkat.
Peningkatan ini dapat mencerminkan membaiknya kondisi pasar
kerja, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
keterlibatan dalam aktivitas ckonomi, serta membaiknya akses
1 7072
69.31

LR \
2022 2323 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

terhadap lapangan pekerjaan.
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70
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1.6 Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai Potensi Ekonomi
Utama

Produk Unggulan Daerah (PUD) merujuk pada komoditas atau
jasa khas yang mencerminkan keunikan suatu wilayah, memiliki daya
saing tinggi, serta mampu menciptakan peluang kerja bagi
masyarakat setempat (Budiyanto, 2023). Produk ini dikembangkan
dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan
orientasi pasar yang mencakup skala lokal, nasional, hingga regional.
Dalam konteks otonomi daerah, upaya pengembangan dan
pemberdayaan PUD sebagai bagian dari potensi ekonomi daerah
tidaklah sederhana, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh
kebijakan dan komitmen politik Pemerintah Daerah (Alfitri &
Nawangsari, 2025). Secara umum, PUD bisa dihasillkan oleh koperasi
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serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dan dinilai memilild
potensi  besar wuntuk dikembangkan Ilebih lanjut. Proses
pengembangan tersebul menuntut pemanfaatan optimal terhadap
sumber daya lokal, baik itu alam, manusia, maupun budaya. Produk
unggulan yang berhasil dikembangkan tidak hanya memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah,
tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi
lokal dengan keunggulan kompetitif, nilai jual yang tinggi, serta
potensi untuk menembus pasar global. Berikut in1 beberapa Produk
Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Sumatera Selatan:

1. Padi : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada
subsektor tanaman pangan yang memiliki kontribusi
terbesar terhadap ketahanan pangan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi
Sumatera Selatan, pada tahun 2024 total produksi
padi mencapai 2.909.411,67 ton. Kabupaten
Banyuasin menjadi penyumbang produksi terbesar
dengan 948.088,97 ton, disusul oleh Kabupaten QOgan
Komering Ulu Timur sebanyak 731.587,52 ton, dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 578.805,35
ton. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Surmnatera
Selatan memiliki potensi besar sebagai salah satu
lumbung padi di wilayah Sumatera.

2. Jagung : Produk unggnlan Provinsi Sumatera Selatan pada
subsektor tanaman pangan yang memiliki potensi
strategis dalam mendukung ketahanan pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi
Sumatera Selatan, total produksi jagung mencapai
826.836,19 ton, dengan kontribusi terbesar berasal
dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar
369.468,68 ton. Capseian ini menunjukkan peran
penting jagung sebagai komoditas andalan daerah
dalam mendorong pertumbuhen ekonomi berbasis
pertanian.

3. Cebai : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada
subsektor hortikultura vang memiliki nilai ekonomi
tinggi dan permintaan pasar yang stabil sepanjang
tahun. Komoditas cabai menjadi salah satu penopang
ketahanan pangan dan pengendali inflasi daerah.
Sentra produksi cabai tersebar di Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi
Banyuasin dengan masing-masing luas areal tanam
mencapai sekitar 2 hektar. Produksi cabai di Sumatera
Selatan menunjukkan dukungan pemerintah daerah
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dalam penguatan rantai pasok dan pemasaran hasil
pertanian,

Produk unggulan Provingi Sumatera Selatan pada
subsektor hortikultura yang terus dikembangkan
untuk memperkuat ketahanan pangan dan
mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Total produksi bawang merah di Provingi Sumatera
Selatan mencapai 8.965,03 kwintal, dengan Kota
Pagar Alam sebagai penyumbang terbesar yaitu
sebesar 5.776 kwintal. Pengembangan komoditas ini
juga mendapat dukungan sarana dan prasarana
produksi di Kabupaten Ogan llir, Ogan Komering Ulu,
dan Musi Rawas Utara dengan masing-masing luas
lahan sekitar 2 hektar.

Komoditas strategis bagi perekonomian Sumaters
Selatan dengan produksi menecapai 3.370.529 ton.
Penyumbang produksi terbesar berasal dari
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 945.004 ton dan
Kabupaten Banyuasin sebesar 530,137 ton.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki
dasar kebijakan pengembangan kelapa sawit
berkelanjutan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai
upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas,
keberlanjutan  lingkungan, dan  kesejahteraan
masyarakat.

Produk ungguian utama Provinsi Sumatera Selatan
yvang berperan penting dalam perekonomian daerah,
khususnya di sektor perkebunman rakyat. Produksi
karet di Sumatera Selatan mencapai 1.003.780 ton,
dengan penyumbang terbesar berasal dari Kabupaten
Musi Banyuasin sebesar 211.366 ton dan Kabupaten
Ogan Komering [lir sebesar 191,296 ton. Komoditas ini
menjadi salah satu andalan ekspor daerah dan
memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan
melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.
Produk unggulan perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan dengan total produksi mencapai 207.320 ton.
Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan sebesar 61.616 ton dan
Kabupaten Empat Lawang sebesar 53.194 ton.
Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan telah
mendukung pengembangan komoditas ini melalad
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan,
yvang berfokus pada peningkatan kualilas, dava saing,
serta penguatan posisi kopi Sumatera Selatan di pasar
nasional dan internasional.

Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan di
subsekior perkebunan yang berpotensi tinggi untuk
pengembangan industri turunan. Produksi kelapa di
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Sumatera Selatan mencapai 61.564 ton, dengan
kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Banyuasin
gsebesar 46.927 ton. Potensi pengembangan kelapa di
daerah ini dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai
tambah melalui diversifikasi produk olahan serta
penguatan rantai pasok berbasis masyarakat.

Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada
subsektor peternakan yang berperan penting dalam
penyediaan daging dan penguatan ketahanan pangan
daerah. Populasi sapi di Sumatera Selatan mencapai
276.812 ekor, dengan penyumbang terbanyak berasal
dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak
64.549 ekor dan Kabupaten Banyuasin sebanyak
46.352 ekor. Pengembangan komoditas ini didukung
oleh kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 7 Tahun 2018

Aneka ikan air tawar merupakan salah satu produk
unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsekior
perikanan budidaya vang berkontribusi signifikan
terhadap ketahanan pangan dan perekonomian
daerah. Provinsi Sumatera Selatan menempati
peringkat nasional yang membanggakan, dengan ikan
patin peringkat 1 nasional dan produksi mencapai
91.935.179 kg, ikan lele peringkat 4 nasional dengan
100.917.788 kg, ikan nila peringkat 6 nasional dengan
68.936.768 kg, ikan mas peringkat 5 nasional dengan
23.092.625 kg, ikan gurame peringkat 7 nasional
dengan 7.014.652 kg, serta ikan gabus peringkat 3
nasional dengan 6.171 ton. Capaian tersebut
menunjukkan besarnya potensi Sumatera Selatan
dalam pengembangan komoditas perikanan budidaya,
vang dapat terus ditingkatlan melalui inovasi
teknologi, penguatan kelembagaan pembudidaya, dan
pengembangan pasar hasil perikanan.

Produk unggulan subsektor perikanan Provins
Sumatera Selatan vang memiliki potensi ekonomi
tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ckspor.
Potensi besar ini menjadi peluang strategis bagi
Sumatera Selatan untuk memperhuas kontribusi
sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
Wisata alam merupakan salah satu produk unggulan
Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan sebagai sektor andalan
pariwisata daerah. Sumatera Selatan memiliki
kekayaan alam yang beragam, seperti Danau Ranau di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan
panorama pegunungan dan air jernihnya, Air Terjun
Lematang Indah di Pagar Alam yang menjadi ikon
wisata pegunungan. Pengembangan wisata alam ini
terus diarahkan pada penguatan destinasi berbasis
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konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal guna
mendukung pariwisata berkelanjutan dan

peningkatan ekonomi daerah.

12 Kergjinan : produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan yang
dan mencerminkan kekayvaan budaya dan kearifan lokal
Produk masyarakat. Provinsi ini dikenal denpan berbagai hasil
Kreatil karyva bernilai tinggi seperti songlket Palembang yang

telah mendunia, anvaman purun dari Ogan Komering
[lir, tenun jumputan, serta kerajinan kulit kaya dan
rotan dari berbagai daerah. Selain itu, sektor ekonomi
kreatif terus tumbuh melalui pengembangan kuliner
khas, desain produk, dan seni rupa lokal vang menjadi
daya tarik wisata budaya Sumatera Selatan.

1.7 Gambaran Ekonomi Makro Daerah
A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter penting
dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Indikator ini
menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam meningkatkan output
barang dan jasa, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup
penduduk, Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur melalui
peningkatan Produk Domestik Regional Brute (PDRB), yaitu
akumulasi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku
usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDRB memiliki peran yang penting sebagai indikator utama
dalam mencerminkan kondisi perekonomian daerah (Marcal et al.,
2024). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk
mengidentifikasi struktur dan dinamika ekonomi, sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan dimanfaatkan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa pengaruh inflasi, Selain itu,
PDRB merupakan parameter yang digunakan untuk menilai
perkembangan ekonomi suatu daerah. Dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, PDRB Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga
berlaku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten (Gambar 1.4).
Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp454,61 triliun dan
terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp663,96 triliun



pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sekitar
46,05 persen selama periode tersebut.
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 4 Produk Demestik Regional Bruto Harga Berlaku di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah)

Produk Domestik Regional Brute (PDRB) atas dasar harga
berlaku di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren
pertumbuhan positif selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada
tahun 2022, nilai PDRB tercatat sebesar Rp590,08 triliun, Angka ini
meningkat menjadi Rp629,17 triliun pada tahun 2023, dan kembali
mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp663,96 triliun.
Pertumbuhan nilai PDRB ini mencerminkan peningkatan alktivitas
ekonomi di berbagai sektor, baik sektor primer, sekunder, maupun
tersier.

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024
didominasi ocleh lima lapangan usaha utama yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
(Gambar 1.5). Pertambangan dan penggalian menjadi sektor dengan
sumbangan tertinggi, yakni sebesar 24,60 persen, menegaskan peran
penting sektor ekstraktif dalam aktivitas ekonomi daerah. Kemudian
vang kedua industri pengolahan dengan kontribusi 18,27 persen, yang
menunjukkan bahwa kegiatan manufaktur masih menjadi penggerak
utama perekonomian regional.
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Gambar 1. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
(%)

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil
dan sepeda motor, menyumbang 13,85 persen, diikuti oleh pertanian,
kehutanan, dan perikanan sebesar 13,56 persen. Sementara itu,
sektor konstruksi turut memberikan andil sebesar 10,80 persen,
mencerminkan pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur
yang cukup signifikan. Pola distribusi ini memperlihatkan
ketergantungan ekonomi daerah pada sektor sumber daya alam,
namun juga mulai menunjukkan dinamika dari sektor-sektor non-
ekstraktif.

Pada tahun 2024, capaian PDRB atas dasar harga berlaku di
Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketimpangan yang cukup
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signifikan antar wilayah (Gambar 1.6). Kota Palembang mencatatkan
nilai PDRB tertinggi, vyakni sebesar Rp208.196,68 miliar,
mencerminkan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi,
pemerintahan, dan jasa di provinsi ini. Posisi kedua ditempati oleh
Kabupaten Muara Enim dengan PDRB sebesar Rpl116.724,42 miliar,
yang didukung oleh sektor energi dan pertambangan yang kuat.
Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin berada di urutan ketiga
dengan nilai PDRB sebesar Rp92.666,87 miliar, yang juga ditopang
oleh kekayaan sumber daya alam, terutama di seklor migas dan
perkebunan. Kemudian kontribusi ekonomi terkecil berasal dari Kota
Pagar Alam, yang hanya mencatatkan PDRB sebesar Rp3.811,06
miliar, disusul oleh Kabupaten Empat Lawang dengan nilai
Rp6.722,01 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam
kapasitas ekonomi antar wilayah yang dapat menjadi perhatian dalam
perumusan kebijakan pemerataan pembangunan daerah di Sumatera
Selatan.
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Gambar 1. 6 PDRE Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Miliar
Rupiah)

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan
indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai
tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap individu di suatu wilayah
dalam kurun waktu satu tahun. Nilai ini diperoleh dengan membagi
total PDRB wilayah dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita
memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan
ekonomi dan produlktivitas rata-rata penduduk.
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Tabel 1. 10 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Kabupaten /Kota di Provins: Sumatera
Selatan Tahun 2022-2024 [ribu rupiah)

.. Tahun

o Kabupaten [Koia 2022 2023 2024

1. Ogan Komering Ulu 46.956,97 50.033,94 | 53.428,43

2. | Ogan Komering Ilir 50.036,05 53.879,82 57.799,38

3. | Muara Enim 181.316,34 | 187.001,31 | 182.108,16
4, | Lahat 63.324,37 65.825,28 66.582,12

5. | Musi Rawas 55.375,16 57.706,40 61.856,86

6. | Musi Banyuasin 120.485,96 | 13294902 | 142.138,01
7. | Banyuasin 39,591,78 43.052,03 44.734,20

8. | Ogan Komering Ulu Selatan | 24.664,95 26.144,88 27.723,86

9. | Ogan Komering Ulu Timur 26.951,67 29.137,58 31.504,38

10. | Ogan Nir | 31.101.86 33.033,38 34.044,85

11. | Empat Lawang 17.200,95 18.363,83 19.447 96

12. | Penukal Abab Lematang Ilir | 40.987,66 43.018,71 45.701,35

13. | Musi Rawas Utara 44.188,87 46.269,54 48.869,47

14, | Palembang 105.749,96 | 11402538 | 121.154.47
15. | Prabumulih 46.471,27 49,005,76 | 51.808,22

16. | Pagar Alam 22.235,85 23.611,51 25.543,50

17. | Lubuk Linggau 32.052,19 33.886,04 35.431,82

Sumber: Badan Pusat Stalistik Provinsi Sumatera Selatan Takun 2025

Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, umumnya dikaitkan
dengan peningkatan kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik
terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang
lebih tinggi. Namun demikian, indikator ini tidak mencerminkan
sebaran pendapatan secara merata, karena tidak memperhitungkan
tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu,
analisis PDRB per kapita sebaiknya dilenglkapi dengan indikator lain
seperti tingkat kemiskinan dan indeks ketimpangan untuk
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai
kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera
Selatan selama periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan perbedaan
yang cukup mencolok antar kabupaten /kota. Kabupaten Muara Enim
secara konsisten mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi, yakni
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sebesar Rpl181.316,34 pada tahun 2022, meningkat menjadi
Rpl187.001,31 pada 2023, dan mencapai Rp182.108,16 ribu pada
2024. Posisi ini mengindikasikan dominasi sektor energi dan
pertambangan di wilayah tersebut. Pada posisi kedua, Kabupaten
Musi Banyuasin mencatat PDRB per kapita sebesar Rp129.485,96
ribu pada 2022, naik menjadi Rp132.949,92 ribu pada 2023, dan
kembali meningkat menjadi Rp142.138,01 ribu pada tahun 2024.
Sementara itu, Kota Palembang menempati urutan ketiga dengan tren
pertumbuhan yang stabil, dari Rp105.749,96 ribu pada 2022 menjadi
Rp114.025,38 ribu pada 2023, dan Rp121.154,47 ribu pada 2024.
Sementara itu Kabupaten Empat Lawang tercatat scbagai wilayah
dengan nilai PDRB per kapita terendah, meskipun menunjukkan tren
peningkatan, yakni dari Rp17.200,95 ribu pada tahun 2022 menjadi
Rp18.363,83 ribu pada 2023, dan Rp19.447,96 ribu pada tahun 2024.
Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan produktivitas ekonomi per
individu yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan
pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 1.11 menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga
2024, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010
di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi antar wilayah.
Pada tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat
pertumbuhan tertinggi sebesar 18,26 persen, disusul oleh Kabupaten
Muara Enim sebesar 7,42 persen, dan Kabupaten Lahat sebesar 5,65
persen. Lonjakan pertumbuhan di Ogan Komering Ilir mencerminkan
peningkatan signifikan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada
tahun 2023, posisi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim
dengan pertumbuhan 7,32 persen, sementara Kabupaten Lahat
kembali menempati posisi kedua dengan 5,43 persen, dan Kota
Palembang berada di urutan ketiga dengan 4,33 persen. Kinerja positif
Kota Palembang mengindikasikan stabilnya ekspansi sektor jasa dan
perdagangan di ibu kota provinsi. Kemudian pada tahun 2024,
Kabupaten Muara Enim tetap mencatat pertumbuhan tertinggi
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sebesar 4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen,
serta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 4,16 persen. Data
ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi di berbagai
wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi sektoral, investasi, serta
kebijakan pembangunan daerah masing-masing.

Tabel 1. 11 Laju Pertumbuhan PRDB per Kapita Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2022-2024 (%)

Tahun
No Kabupaten/Kota =g T Sy
1. Ogan Komering Ulu 4,43 3,89 3,90
2. Opan Komering Ilir 18,26 3,98 3,88
3. | Muara Enim 742 732 | 4,70
4. | Lahat 5,65 543 | 3,87
5. | Musi Rawas 2,93 205 | 391
6. | Musi Banyuasin 2,96 3,25 3,73
7. Banyuasin 3,85 2,64 3,76
8. | Ogan Komering Ulu Selatan | 3,47 284 3,28
9. | Ogan Komering Ulo Timur 4,39 4,05 4,16
10. | Ogan Ilir 3,73 3,45 3,59
11. | Empat Lawnng 3,83 3,18 | 3,40
12, | Penukal Abab Lematang Tiir 2,96 3,24 | 359
13, | Musi Rawas Utara 3,09 3,00 3,23
14. | Palembang 4,43 4,33 4,39
15. | Prabumulih ) 3,62 341 3,65
16. | Pagar Alam 3,82 3,35 4,00
17. | Luabuk Linggau 3,12 3.10 3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2024 mengalami sedikit perlambatan dengan capaian sebesar 5,03
persen. Meskipun demikian, perekonomian daerah tetap
menunjukkan dinamika yang cukup positif di tengah berbagai
tantangan nasional dan global. Berdasarkan data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, terdapat tiga wilayah
yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB provinsi.
Ketiga wilayah tersebut adalah Kota Palembang dengan kontribusi
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sebesar 30,75 persen, disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar
17,24 persen, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,69 persen.
Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Muara
Enim mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar
4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen, dan
Kota Pagar Alam sebesar 4,09 persen. Data ini menunjukkan bahwa
meskipun Kota Palembang menjadi pusat utama aktivitas ekonomi,
wilayah lain seperti Muara Enim dan Pagar Alam juga memiliki peran
strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera
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Gambar 1. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera
Selatan
Tahun 2022-2024 (%)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga
tahun terakhir menunjukkan tren melambat, meskipun tetap berada
pada tingkat yang stabil. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan
ekonomi tercatat sebesar 5,24 persen, kemudian menuwrun menjadi
5,08 persen pada tahun 2023, dan kembali sedikit melambat menjadi
5,03 persen pada tahun 2024, Penurunan laju pertumbuhan ini
mencerminkan tantangan struktural dan eksternal yang dihadapi oleh
perckonomian daerah, termasuk fluktuasi harga komoditas unggulan,
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dinamika ekonomi global, serta proses pemulihan pasca-pandemi.
Kendati demikian, capaian tersebut masih tergolong positif karena
mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di alas angka
lima persen secara konsisten. Stabilitas pertumbuhan im
menunjukkan adanya resiliensi dalam struktur ekonomi Sumatera
Selatan. Ke depan, diperlukan stralegi pengualan sektor produlktif,
diversifikasi ckonomi, dan peningkatan daya saing daerah agar
pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih
inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Pendapatan dan Belanja Daerah

Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024), Pendapatan
Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren
peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar
Rp9.278.520.060.062 dan meningkat menjadi Rp9.871.340.904.349
pada tahun 2023. Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan daerah
mencapai 2,09 persen per tahun. Namun, peningkatan ini
berlangsung relatif lambat dan belum cukup untuk menutup defisit
anggaran yang terjadi pada tahun 2022-2023, yang scbagian besar
ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) dari tahun-tahun sebelumnya.

Lambatnya pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh
sejumlah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dari sisi ekonomi,
terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa komodilas
unggulan seperti batubara, karet, kelapa sawit, dan kopi, yang
harganya sangat fluktuatif dan berdampak langsung terhadap
pendapatan daerah. Selain itu, pelemahan ekonomi global akibat
pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan geopolitik turut menekan
permintaan ekspor dari Sumatera Selatan. Gangguan rantai pasok
dan kenaikan biaya logistik selama masa pandemi juga memperburuk
kondisi sektor perdagangan dan industri. Faktor-faktor ini secara
keseluruhan berkontribusi pada penurunan kinerja pendapatan,



schingga menuntut upaya intensif dari pemerintah daerah untuk
mencari dan mengembangkan allernatifl sumber pembiayaan yang
lebih berkelanjutan.

Pendapatan Daerah terbagi ke dalam tiga sumber utama, yakni:
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi ini mencerminkan
kapasitas fiskal dacrah dalam membiayai pembangunan secara
mandiri. Berdasarkan data pada Gambar 1.8 terlihat bahwa
kontribusi lerbesar terhadap total pendapatan daerah selama periode
tersebut berasal dari Pendapatan Transfer, dengan rata-rata sebesar
53,73 persen. Posisi kedua ditempati oleh Pendapatan Asli Daerah
vang menyumbang rata-rata 46,10 persen terhadap total pendapatan.
Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan
kontribusi yang relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,17 persen. Pola
ini menunjukkan ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan yang masih cukup tinggi terhadap transfer dari
pemerintah pusat, meskipun kontribusi PAD menunjukkan tren yang
cukup signifikan dalam mendukung pembiayaan daerah.



Tabel 1. 12 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
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Gambar 1. 8 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah
Provinsi

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total
pendapatan Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah
dibandingkan dengan komponen Pendapatan Transfer. Kondisi ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih
bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti (a) Dana
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajalk, (b) Dana Alokasi Umum (DAU), (c]
Dana Alokasi Khusus (DAK), serta (d) Dana Insentif Daerah (DID}.
Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi kepala daerah maupun
pemerintahan untuk meningkatkan PAD melalui eksplorasi potensi
sumber pendapatan baru guna mendorong pembangunan daerah
yang lebih optimal.

Gambar 1.9 menunjukkan distribusi proporsi realisasi Belanja
Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020
hingga Triwulan II tahun 2024, yang mencalkup empat kategori
belanja: (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iiij Belanja Tak
Terduga, dan (iv) Belanja Transfer dalamn bentuk Bantuan Keuangan.
Dari data yang tersedia, Belanja Operasi tercatat sebagai komponen
terbesar dalam total belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi
sebesar 54,90 persen. Selanjutnya, Belanja Transfer Bantuan
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Kenangan menyumbang rata-rata 30,35 persen, diikuti oleh Belanja
Modal dengan rata-rata 14,26 persen, dan terakhir Belanja Tak
Terduga sebesar 0,48 persen selama periode tersebut,
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Gambar 1. 9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera

E. Indeks Gini

Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2023
konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019,
Indeks Gini Surnatera Selatan tercatat sebesar 0,331 dan mengalami
kenaikan menjadi 0,339 pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Gini
nasional naik dari 0,382 pada tahun 2019 menjadi 0,388 pada tahun
2023. Peningkatan ketimpangan nasional tersebut terutama
dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Gini di wilayah perkotaan yang
meningkat dari 0,402 menjadi 0,409, sedangkan di perdesaan relatil
stagnan pada angka 0,313. Secara umum, tren ketimpangan
pendapatan baik di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional
menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode tersebut.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota pada tahun 2023,
terdapat empat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki
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nilai Indeks Gini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, yaitu Kota
Prabumulih (0,373), Keota Lubuklinggau (0,370), Kota Palembang
(0,362), dan Kabupaten Empat Lawang (0,357). Sementara itu, nilai
Indeles Gini Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,338. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di
keempat daerah tersebut masih relatif tinggi, atau dengan kata lain,
tingkat pemerataan pendapatan belum tercapai secara optimal.

Indeks Ginl 2019-2023 indeks Gini Pulau Sumatera, 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Gambar 1. 10 Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan

Sebaliknya, terdapat tiga belas kabupaten/kota lain yang
memiliki nilai Indeks Gini lebih rendah dibandingkan dengan rala-rala
provinsi. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Banyuasin sebesar
0,265, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah
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tersebut lebih merata dibandingkan daerah lainnya. Keadaan ini
didukung oleh struktur ekonomi yang lebih inklusif serta peran sektor
pertanian yang dominan dalam melibatkan masyarakat secara luas
pada kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera
Selatan menempati peringkat ketiga dengan tingkat ketimpangan
tertinggi di Pulau Sumalera, setelah Provinsi Jambi (0,343) dan
Provinsi Kepulauan Riau (0,340). Semakin tinggi nilai Indeks Gini
menunjukkan semakin besar tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan di suatu wilayah,

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu atau
kelompok tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan yang
layak. Kebutuhan tersecbut mencakup aspek pangan, sandang,
perumahan, pendidikan, keschatan, serta akses terhadap layanan
sosial dan ekonomi, Dampak dari kemiskinan tidak hanya dirasakan
pada tingkat individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial
serta menghambat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu,
strategi penangpulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang
menyeluruh dan lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan
berkelanjutan.

Tabel 1. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

Jumloh Pendoduk Miskin

No Kuabupaten/Kota _{ribi i g i

2023 2024 2023 | 2024
1. Ogan Komering Ula 44,11 41,54 11,46 | 10,68
2. | Ogan Komering Ilir 114,48 106,37 13,15 | 12,08
a2 Muara Enim 73.24 66,42 10,93 .79
4. Lahat 63,36 50,19 15,00 | 14,14
5. | Musi Rawas 59.75 57,44 14,13 | 13,44
6, | Musi Banyuasin 101,63 88,94 1490 | 12,88
7. | Banyuasin 85,88 84.36 9,58 9,31




Jumiah Penduduk Miskin
Persentase
No Kabupaten/Kota . fribu) .
2023 2024 Z023 | 2024
Ogan Komering Ula
% |Sclatan | %990 il Bl oy
Ogan  Komering Ulu
Q. s 69,91 68,74 9,99 9.75
10. | Ogan ir 59,33 5549 1328 | 123
11. | Empat Lawang 30,78 2842 11,80 | 10,78
g, |TEmERARb lmaing 21,72 1979 | 10,91 | 982
13 | Musi Rawas Utara 36,67 | 3529 | 1826 17,38 |
14. | Palembuirig 179,45 173,59 10,22 9.77
15. | Prabumulih 22.33 20,41 11,23 | 10,13
16, | Pagar Alam 12,73 11,82 8,88 8,18
17. | Lubuk Linpgau 31.02 27 .65 12.65 11,14
Sumatera Selatan 1.045,68 954,24 11,78 | 10,97

Sumber: Badan Pusal Statistik Provinsi Sumatera Selaton Tabun 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan
penurunan selama periode 2023-2024. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2023
tercatat sebesar 1.045,68 ribu jiwa atau 11,78 persen dari total
populasi, dan menurun menjadi 984,24 ribu jiwa atau 10,97 persen
pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan
kondisi sosial ekonomi masyarakal secara umum. Dari sisi sebaran
wilayah, jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2024 masih
tercatat di Kota Palembang dengan 173,59 ribu jiwa (9,77 persen),
diilcuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 106,37 ribu jiwa
(12,08 persen), dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 88,94 ribu
jiwa (12,88 persen).

Kota Palembang mencatat angka abselut terlinggi, namun
persentase penduduk miskin justru lebih tinggi di beberapa wilayah
kabupaten. Secara umum, capaian penurunan jumlah dan persentase
penduduk miskin di Sumatera Selatan mengindikasikan arah
kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup efektif, namun masih
diperlukan perhatian khusus pada daerah dengan tingkat kerentanan



-45-

sosial ekonomi yang relatil tinggi, terutama di wilayah dengan

persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemislanan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Selama periode 2017 hingga 2024, Provinsi Sumatera Selatan
menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks
Kedalaman Kemiskinan wyang menggambarkan rata-rata jarak
pengeluaran penduduk miskin terhadap pgaris kemiskinan. Pada
tahun 2017, indeks ini berada di angka 2,40, kemudian mengalami
penurunan bertahap hingga mencapai 1,45 pada tahun 2024,
Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang
mencerminkan kelimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks ini menurun dari 0,63 pada tahun 2017 menjadi 0,32 pada
tahun 2024,

Penurunan kedua indilkator ini menunjukkan bahwa tidak hanya
jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga kondisi
kemiskinan itu sendiri semakin tidak ekstrem, baik dari sisi jarak
terhadap garis kemiskinan maupun tingkat ketimpangan
antarpenduduk miskin. Perbaikan indikator ini merupakan sinyal
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positifl bagi efektivitas programn pengentasan kemiskinan yang
dijalankan pemerintah daerah. Namun demikian, keberlanjutan dan
perluasan cakupan program, khususnya bagi kelompaok rentan, tetap
menjadi kunci untuk mendorong pencapaian target pengurangan
kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia ([PM) merupakan ukuran
komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan penduduk
suatu wilayah dalam mengakses manfaat pembangunan di berbagai
aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.
Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan hingga kini
secara rutin diterbitkan dalam Human Development Report setiap
tahunnya.

IPM bertujuan menyajikan potret pembangunan manusia yang
lebih menyeluruh dibandingkan pengukuran ekonomi semata, seperti
Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat tiga dimensi utama yang
membentuk IPM dan saling berkaitan. Pertama, dimensi umur
panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator harapan
hidup saat lahir dan mencerminkan kondisi kesehatan serta akses
terhadap layanan medis. Kedua, dimensi pendidikan, diukur dari rata-
rata lama sekolah penduduk dewasa dan harapan lama sekolah anak-
anak wusia sekolah, yang menggambarkan kualitas dan
keterjangkauan pendidikan. Ketiga, dimensi standar hidup yang
layak, direpresentasikan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per
kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, sebagai
cerminan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar

dan mengakses berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan.
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Gambar 1. 12 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi
di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun
2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat skor sebesar 73,84,
menempatkannya pada peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di
Indonesia. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang
mencapai 75,02, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi
Papua yang mencatat IPM sebesar 73,83, dan sedikit lebih rendah dari
Provinsi Jawa Tengah yang memiliki IPM sebesar 73,87. Pencapaian
ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia di Sumatera
Selatan yang relatif stabil, namun masih menyisakan ruang untuk
peningkatan, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan
standar hidup layak. Dengan posisi yang cukup kompetitif di tingkat
nasional, penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia
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menjadi kunci untuk mendorong kenaikan IPM secara berkelanjutan
dan merata di seluruh wilayah provinsi

Tabel 1. 14 Indeks Pembangunan Manusia Menurut
Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

¥o Tahun
I 2021 2022 2023 2024
1. | Ogan Komering Ulu 71,79 72,41 73,17 73,70
2. | Ogan Komering Ilir 79,33 70,17 70,80 71,48
‘3. | Muara Enim 70,95 71,52 72,33 73,10
| 4. Lahat 70,62 71,45 72,15 72,83
5. | Musi Rawas 69,26 70,04 70,52 7121
6. | Musi Banyuasin 7025 | 70,73 | 71,30 72,27
7. | Banyuasin 69,15 69.95 70,67 71,58
8 Ogan Komering Ulu Selatan 67.85 68,33 69,05 70,00
9. | Ogan Komering Ulu Timur 71,68 72,33 73,05 73,64
10. | Ogan Ilir T0.40 T1,20 T2,01 7207
11. | Empat Lawang 67,77 68,39 69,07 69,63
12, | Penukal Abab Lematang Ilir /7,03 67,89 BB, 78 69,63
13 | Musi Rawas Utara 6794 | 6876 | 69,63 | 7045
14. | Palembang 80,46 81,19 81,72 82.29
15. | Prabumulih 76,30 77,14 78,07 TR 6B
16. | Pagar Alam 71,47 72,40 73,25 74,00
17. | Lubuk Linggau 7700 Ti.T1 78,236 TH.98
Sumatera Selatan 71,83 72,48 73,18 73,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumdatera Selatan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan
menunjulkkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada
tahun 2021, IPM tercatat sebesar 71,83, meningkat menjadi 72,48
pada tahun 2022, 73,18 pada tahun 2023, dan mencapai 73,84 pada
tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan
dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup
masyarakat. Pada tahun 2024, Kota Palembang mencatat IPM
tertinggi di provinsi ini, yaitu sebesar 82,29, diikuti oleh Kota Lubuk
Linggau dengan 78,98, dan Kota Prabumulih sebesar 78,68.
Sebaliknya, IPM terendah tercatat di Kabupaten Empat Lawang dan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang keduanya memiliki skor
IPM sebesar 69,63, Ketimpangan antarwilayah ini menandakan
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perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah-
wilayah dengan capaian IPM rendah, agar pembangunan manusia
dapat berlangsung secara lebih merata dan inklusif di seluruh
Sumatera Selatan.

Potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah yang
telah diuraikan pada Bab I ini, seperti sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, dan pariwisata, belum sepenuhnya diimbangi dengan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang optimal. Provinsi
Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam dan demografi yang besar,
namun produktivitas dan nilai tambah dari potensi tersebut masih
dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan
seluruh potensi yang ada, diperlukan suatu ckosistem riset dan
inovasi yvang kuat dan terarah. Bab II berikut ini akan menguraikan
secara rinci kondisi aktual dari ekosistem riset dan inovasi di Provinsi
Sumatera Selatan saat ini, yang menjadi fondasi bagi upaya pemajuan
IPTEK daerah.
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BAB II
GAMBARAN /KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Kemampuan Daerah dalam Menghasilkan Kebijakan Berbasis
Bukti

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai kapasitas aktual
Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan dalam menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data, informasi, dan
analisis ilmiah., Bagian ini mengevaluasi sejauh mana proses
perumusan kebijakan telah ditopang oleh aktivitas riset, ketersediaan
data yang valid dan andal, serta kompetensi sumber daya manusia
yang terlibat dalam analisis kebijakan. Evaluasi tersebut turut
mencakup fungsi kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta
pemanfaatan instrumen kajian yang menjadi prasyarat bagi
penerapan kebijakan berbasis bukti secara konsisten.

Sub bab ini juga memetakan faktor-faktor pendukung yang
memengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan Kebijakan
Berbasis Bukti (Evidence Based  Policy/EBP), sekaligus
mengidentifikasi dua output utama yang perlu dipersiapkan.
Pemahaman terhadap kondisi awal ini menjadi landasan strategis
dalam upaya penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah terkait
penerapan EBP. Selain itu, bagian ini juga menyajikan kendisi aktuaal
mengenai kapasitas daerah dalam menghasilkan rekomendasi EBP
serta kinerja inovasi selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebul
diulour melalui jumlah rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan
dan dimanfaatkan, capaian inovasi pada aspek tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik, serta berbagai bentuk inovasi
yang berkembang di masyarakat, termasuk nilai Indeks Inovasi
Daerah (IID). Pemaparan indikator-indikator tersebut memberikan
gambaran empiris mengenai tingkat kemampuan riset dan inovasi

Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi
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perumusan kebutuhan penguatan pada periode perencanaan
berikutnya.

Tabel 2. 1 Kondisi Saat ini Kemampuan Menghasilkan Relcomendasi
Kebijakan Berbasis Bukti { evidence based policy)

Fakior

Penting dainm
Ho TR Kondisi Saat Ini ' Eeterangan
EBP
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis
bukti (EBP)

1. | Sumber daya Masih perlu  ditingkatkan | Upayva peningkatan SDM
manusin Iptek | kualitas dan kuantitas SDM | Iptelk melalui kerja sama

daerah di bidang Tptek, terfihat dan | dengan perguruan  tingg
adanya program | dan program pelathan
pengembangan talenta | terus dilakukan.
cligital.

2. | Fasilitas Fasilitas riset dan inovasi | Pemerintah daerah terus
pendukung daerah  didukung  oleh | mendorong fasilitas
dalam kelembagaan  Iptek yvang | pendukung  ini melalod
menghasilkan | sudah melembaga. berbagai inisiatif.
rekomendasi
kebijakan dan
inovasi daerah

3. | Anggaran risel | Anggaran riset dan inovasi | Pendanasn

dan inovasi dacrah  dibebankan pada | penyelenggaraan inovasi
dasrah APBD dan sumber dana lain | dasrah bersumber dard
vang sah. Rincian spesifik | APBD dan/atau sumber
Jjumlah anggaran bervariasi | dana lain yang sah dan

setiap tahunnva. tidak mengikat,

4, | Program- Pada tabun 2025, terdapat | Implementasi  kebijakan
prograum riset PrOgram Penelitian dan | inovasi daerah di
dan inovasi Pengembangan Daerah yang | Sumatera Selatan  pada
dacrah yvang telah dilakssnaken setiap | tahun 2022 Meraih shor
pernah tahunnys dan tahbun 2026 | 1D 79,47 sebapgai
dilaksanakan terdapat penambahan | Peringlat 1 Tinglkat

program baru yvaitu Program | Nasional sebagai Provinsi
Riset dan Inovasi Sangat Inovaiif, tahun

2023 terjadi peningkatan
skor D menjadi 84,79
dan kembali diakui
sebagai  Peringkat |
Tingkat Nasional sebagai
Provinsi Sangat Inovatif,
tahun 2024 masuk dalam
5 besar tingkat Nasional
dan mem an
predikat Provinsi Sangat
Inovatil dengan skor 11D
75.79.
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Faktor
No Penting dalam Kondisi Saat Ini Keterangan
EBP
5. | Kelembagaan Provinsi Sumatera Selatan | Badan Riset dan Inovasi
Ipiek di daerah | mendapatkan Penghargaan | Daerah [BRIDA} berperan
Innovative Government | penting dalam
Award (1GA] tahun  2020- | pelaksanaan inovasi
2025 sebagai Provingi | daerah.
Terinovatif Tingkat Nasional
6. | Jejaring Riset | Inovasi daerah di Sumatera | Kerjasama dengan mitra,
dan Inovasi Selatan  didorong  melalui | termasuk perguruan
Daerah kolaborasi model Pentahelix | tnpggi, dilakokao untuk
{kerjasama vang melibatkan okademisi, | meninglatian kualitas
dengan mitra) | pebisnis, pemerintah, | SDM dan pengembangan
komunitas, dan  media | Iptek,
(ABGCM).
B. Eemampuan menghasillan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)
1. | Jumlah Dalam lima tahun terakhir, | * Tahun 2024: Naskah
rekomendasi kemampuan menghasillan Akademik Rancangan
kebijalkan rekomendasi kebijakan Peraturan Daerah
berbasis buktl | berbasis bukd masih tentang Perubahan
yanhg tergolong rendah, dengan Kedua atas Peraturan
dihasilkan 5 total 2 rekomendsasi Daerah Nomor 14
tahun terakhir | kebijakan vang dilasilkan Tahun 2016 tentang
pada tahun 2024 dan 2025, Pembentulan dan
Kedua rekomendasi tersebut Susunan  Perangkat
berbentuk naskah akademik Daerah Provinsi
rancangan peraturan daerah, Sumatera Selatan
vaitu terkait perubahan |* Tahun 2025: Naskah
susunan peranghkat daerah Akademik Rancangan
dan kebijakan riset dan Peraturan Dacrah
inovasi, Kondisi ini tentang Riset dan
menunjukkan bahwa praktik Inovasi
evidence based policy belum
berjalan secara konsisten dan
masil terbatas pada isu-isu
tertent, sehingga
pemanfaatan kajian berbasis
data sebagai dasar
perumusan kebijakan daerah
belum  optimal dan  belum
berkelanjutan
2. | Jumlah Dalam lima tahun terakhir, | = Tahun 2024:
rekomendasi pemaniantan  rekomendasi Peraturan Daerah
kebijalean kebijakan berbasis bukt Nomor 1 Tahun 2024
berbasis bukti | masih terbatas, dengean 2 tentang Perubahon
Yang rchkomendasi  yvang  telah Kedua ates Peraluran
dimanfaatkan | ditindaklanjuti menjadi Dacrah  Nomor 14
5 tahun produk hukum daerah pada Tahun 2016 tentang
terakhir tahun 2024 dan 2025, Pembentukan dan

Rekomendasi tersebut telah
dimanfaatkan secara formal
melalui penetapan Peraturan
Daerah  tentanz perubahan

Susunan  Peranghkat
Dacrah Provins
Sumatera Selatan
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Faktor
“““"‘, """"m Kondisi Saat Ini Keterangan
EBP
susunan perangkat daerah | = Tahun 2025:
serta Peraturan Daerah Peraturan Dmerah
tentang riset dan inovasi. Nomor 4 Tehun 2025
Meskipun menunjullan teniong  Riset
adanyva keterhubungan Inovasi
antara kajian berbasis bukb
dan kepunasan  kebijakan,
tingkat pemanfaatannya
masih belum konsisten dan
belum mencerminkan praktik
avidence based policy yang
kuat dan  berkelanjutan
dalam proses perumusan
kebijakan daerah.
Jumlzsh Dalam lime tahun terakhir, | @  Tahun 2021: 28
inovasi tata jumlah inovasi tata kelola | ¢  Tahun 2022: 28
kelola pemerintahan daerah yang | ¢  Tahun 2023: 18
pemerintahan | dihasilkan mencapai 152 | ¢ Tghun 2024: 48
dacrah 5 inovasi, sehagaimana fercatal | o

tahun terakhir

dalam Aplikasi Indeks Inovasi
Daerah {lID), Innovative
Government  Award  ([GA)
Kementerian Dalam Negeri,
serta paparan  Gubernur,
Capaian ini menunjulkdan
tingkat aktivitas inovasi yang
cukup tinggi, namun masih
berflukivasi antar  tabhun,
dengan penurunan pada
2023 dan lonjakan signifikan
pada 2024, Kondisi tersebut
mengindiltasikan bahwa
pengembangan inovasi tata
kelola  belum  sepenuhnya
berjalan stabil dan
berkelanjutan, serta masih
dipengaruhi oleh dinamika
program dan  dorongan
administratif tahunan.

Tahun 2025: 30

Jumlah Toial: 152

Jumlah
INOvES]
pelayanan
pubilil; 5
tahun terakhir

Dalam lima tahun terakhir,
jumlah inovasi pelayanan
publilk yang  dihasillkan
ITeTCapai 514 inovasi,
berdasarkan pelaporan pada
Aplilcasi Indeks Inovasi
Dasrah  (ID), Innovative
Government Award  (IGA)
Kementerian Dalam Negeri,
gerta paparan Gubernur.
Meskipun secara kumulatif
menunjukkan Lingkat
abtivitas inovasi yang tnggi,
jumlah inovasi cenderung

[ O

Tahun 2021: 123
Tahun 2022: 123
Tahun 2023: 104
Tahun 2024: 21
Tahun 2025: 73

umlah Total: 514




Ho

Hondisi Saat Ini

menurun dari  tahun ke
tahun, terutama sejak 2023
hinggs 2025. Kondisi ini
mengindikasilcan bahwa
keberlanjutan dan
konsistensi  pengembangan
inovasi pelayanan publik
masih  menjadi  tintangan,
seria memeriukan penguatan
strategl agar inovasi tidak
hanya bersifat  kuantitatif,
tetapi juga berkelanjutan dan
berdampak nvata.

Jumlah
inovasi daerah
Tainnya
[termasuk
IOVES] Vang
dihagill

aleh
masyarakat), 5
tahun terakhir

Dalam lima tahun terakhir,
jumiah inovasi daerah
lainnva termasuk  inovas
vang dihasilkan oleh
masyarakal mencapai 514
inovasi, sebagaimana tercatat
dalam Aplikasi Indeks Inovasi
Daerah  ([ID), Innovalive
Government Award (1GA),
serta  paparan  Gubernur,
Capaian ini menunjulkkan
partisipasi dan  aktivitas
inovasi yang cukup tingg,
namun trennya cenderung
menuriun sejak 2024 setelah
relatif stabil pada periode
2021-2023. Kondist tersebut
mengindileasilan bhahws
keberlanjutan inovasi non-
pemerintah  dan  inovasi
berbasis masyarakat masih
menghadapi tantangan, serta
memerlukan penguatan
ekosistem dan dukungan
AgAr InovaEsE dapat
berkembang secara konsisten
dan berkelanjulan.

Tahun 2021: 116
Tahun 2022: 116
Tahun 2023: 118
Tahun 2024: 81
Tahun 2025: 83

Jumlah Total: 514

Milai Indeks
Inovasi Daerah
(1D} 5 tahun
terakhir
[termasulk
predikat)

Dalam lima tahun terakhir,
Nilai Indeks Inovasi Daerah
(lID) secara konsisten berada
pada predikat Sangat
Inovatif, dengan rentang nilai
antara 75,79 hingga 83,28,
Capaian ini meminjuklkan
komitmen yang kuat
terhadap pengem bargan
inovasi dacrah, Namun,
fluktuasi nilal antar tahun
terutama  penurunan  pada
2024 sebelum kembali

Nilai 2021: 79.51

[Sangal Inovatif)
Nilai 2022:
(Sangat Inovatif)
Nilai 2023
(Sangat Inovatif)
Nilas 20624
(Sangat Inovarif]
Nilai 2025:

(Sangat [novatif]

79,47
832,28
™79

81,23
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Mo ml mm Kondisi Saat Ini Keterangan

meningkat pada 2025
mengindikasikan bahwa
kualitas dan kinerja inovasi
belum sepenuhmya stabil
Kondisi ini menegaskan
perlunya penguatan
konsistensi dan
keberlanjutan inovasi agar
capaign  “Sangat  Inovatii®
dapat dipertahankan secara
berkelanjutan dan merata,

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di
wilayah selatan Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis dalam
pembangunan nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia. Ibu
kota provinsi ini adalah Kota Palembang. yang berfungsi sebagai pusat
pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Secara geografis, Provinsi
Sumatera Selatan berbatasan dengan beberapa provinsi yang meliputi
Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 17
daerah otonom, yang meliputi 13 kabupaten dan 4 kota.

Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Selatan, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023. Undang-undang
ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1959 Tentang Penetapan "Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-
Undang No. 3 Tahun 1950 Tenlang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan” dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 3 Tahun 1950" serta Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun
1955 Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Di

Sumatera.
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2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Saat Ini pada Tema
Prioritas (100.000 Sultan Muda Sumsel)

Kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi berdasarkan tema
prioritas  Provinsi Sumatera Selatan vyang dianalisis dengan
menggunakan 6 elemen berikut ini:

1.) Kebijakan dan Infrastruktur Risel dan Inovasi Daerah

Kebijakan di bidang riset dan inovasi perlu diarahkan pada
desentralisasi, sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam
merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi
lokal. Upaya ini harus didukung melalui sinergi antara dunia
akademik, sektor swasta, dan pemerintah, dengan dukungan
regulasi yang kondusif serta insentif yang mendorong kentribusi
para peneliti dan inovator daerah. Selain itu, penting untulk
menjamin ketersediaan sumber daya yang mencakup pendanaan
riset dan tenaga ahli yang kompetlen demni memperkuat penelitian
yang relevan dengan isu-isu lokal. Infrastruktur riset yang
memadai menjadi elemen kunci dalam mempercepat
perkembangan inovasi. Pendirian pusat riset di daerah,
laboratorium inovasi, serta inkubator bisnis akan menjadi wadah
untuk menciptakan solusi praktis dari hasil riset. Di sisi lain,
infrastruktur digital yang mumpuni juga diperlukan guna
mendukung kolaborasi serta keterhubungan dengan informasi
global. Dengan tersedianya [asilitas risel yang modern dan selaras
dengan kebutuhan daerah, produktivitas penelitian akan
meningkat dan mendorong inovasi berkelanjutan sebagai bagian
dari pembangunan daerah.

2.) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan serta dulkungan terhadap riset dan
inovasi dalam Peta Jalan Pemajuan Riset daerah mencaloup
penguatan peran lembaga penelitian lokal, perguruan tinggi, dan
instansi pemerintah daerah sebagai pusat pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup peningkatan
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kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program
pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi bagi peneliti
dan tenaga profesional. Dukungan terhadap riset juga ditunjang
oleh penyediaan anggaran yang memadai, penguatan jejaring kerja
sama antara lembaga riset, pelaku industri, dan pemerintah, serta
kemudahan akses terhadap sarana teknologi dan infrastruktur
modern. Lembaga-lembaga tersebut dituntut memililki kapasitas
dalam mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan kegiatan
risel yang inovatif serta mampu membawa hasil riset ke tahap
komersialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan di daerah.
3.) Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan dalam riset dan inovasi merupakan bagian penting
dari Peta Jalan Pemajuan Riset daerah untuk meningkatkan daya
saing melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor
industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat diwujudkan
dengan mendorong kerja sama antara universitas, lembaga
penelitian, dan pelaku usaha guna menghasilkan riset terapan
yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memilils
peran strategis sebagai penghubung antar pihak, termasuk dalam
menyediakan insentif bagi kegiatan riset bersama serta mengajak
masyarakat untuk terlibat dalam inovasi berbasis komunitas.
Selain itu, pembentukan konsorsium riset yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat proses alih
teknologi, penciptaan produk baru yang inovatif, dan mendorong
pemanfaatan hasil riset secara luas untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

4.) Budaya Riset dan Inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi di daerah perlu dilakukan
secara sistematis melalui berbagai tahapan, mulai dari dunia
pendidikan hingga keterlibatan masyarakat luas. Pemerintah
daerah bersama lembaga pendidiken memiliki peran penting
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dalam menumbuhkan kesadaran akan riset dan inovasi sebagai
solusi atas permasalahan lokal. Hal ini dapat divujudkan melalui
inlegrasi riset ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi,
pemberian apresiasi bagi inovater lokal, serta penciptaan
ekosistem yang mendukung kreativitas dan pemecahan masalah.
Budaya riset ini juga membutuhkan kepemimpinan yang
berpandangan jauh ke depan, mampu mendorong kolaborasi
lintas sektor, dan memberi ruang bagi tumbuhnya ide-ide baru.
Dengan cara ini, masyarakat akan lebih siap menghadapi
perubahan dan terlibat aktif dalam riset yang berdampak pada
pembangunan daerah yang berkelanjutan,
5.) Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Keselarasan riset dan inovasi di tingkat daerah merupakan
upaya membangun sinergi antara dunia pendidikan, pelaku
industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan
ekosistem riset yang saling terhubung dan berkelanjutan.
Tujuannya adalah memastikan agenda riset sejalan dengan
kebutuhan lokal melalui koordinasi yang kuat antar universitas,
lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Penyusunan prioritas
riset yarg sesuai dengan tantangan dan potensi wilayah menjadi
langkah penting agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara
nyata di berbagai sektor. Selain itu, penyelarasan antara riset dan
kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat akan mendorong
lahirnya inovasi yang aplikatif dan sclutif. Peran pemerintah
daerah sangat penting dalam menyediakan arah kebijakan yang
mendukung kolaborasi, sekaligus memperkuat kemitraan lintas
sektor guna mendorong riset yang relevan dan berdampak
langsung bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan
daerah.

6.) Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Menyesuaikan arah pemajuan riset daerah dengan

perkembangan global menjadi krusial agar daerah tidak tertinggal
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dalam hal inovasi dan teknologi. Daerah perlu secara alktif
mengikuti tren riset dunia dengan mengadaptasi prioritas lokal
pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, digitalisasi,
keschatan, dan energi terbarukan, Pemerintah daerah sebaiknya
membuka kesempatan bekerja sama dengan lembaga riset luar
negeri, memlasilitasi akses ke jaringan global, serta mendorong
penerapan teknologi dan metode riset terbaru. Selain itu,
penguatan kapasitas peneliti lokal melahii pelatihan dan program
pertukaran juga penting.
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Gambaran kondisi ekosistem riset dan inovasi pada Bab I ini
menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Sumatera Selatan telah
meraih predikat sebagai daerah sangat inovatif, masih terdapat
berbagai keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya
manusia, dan pemanfaatan riset untuk kebijakan. Kondisi ini tentu
saja berdampak pada kemampuan daerah dalam menjawab berbagai
permasalahan pembangunan yang mendesak. Bab I] selanjutnya
akan mengidentifikasi secara spesifik Permasalahan utama
pembangunan daerah dan bagaimana riset serta inovasi berpotensi
menjadi instrumen kunci dalam pemecahannya.
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BAB III
PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
POTENSI PEMECAHANNYA

3.1 Identifikasi Isu dan Permasalahan Strategis Pembangunan
Daerah

Isu-isu strategis daerah merupakan permasalahan prioritas yang
memerlukan penanganan segera guna mewujudkan pembangunan
berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan, tantangan-tantangan krusial muncul
sebagai akibat dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan
lingkungan yang kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan
tersebut tidak hanya merefleksikan kondisi faktual di lapangan, tetapi
juga menjadi landasan utama bagi Pemerintah Daerah dalam
merancang kebijakan dan menyusun program kerja yang tepat guna
dan berbasis kebutuhan riil.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis daerah menjadi langkah
penting dalam memastikan arah pembangunan yang selaras dengan
polensi, permasalahan, serla peluang yang dimiliki cleh daerah,
Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemecahan
masalah jangka pendek, tetapi juga pada upaya memperkuat
ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global,
meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan
antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks
tersebut, Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan  perlu
mengedepankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah,
akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama dalam
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif,
berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu
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menciptakan kebijakan yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap
dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan

Proses penentuan isu utama dilakukan secara sistematis melalui
analisis data empiris, dialog partisipatif bersama masyarakat, serta
konsultasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor. Melalui
pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah
mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada permasalahan-
permasalahan yang paling mendesak dan relevan untuk ditangani
dalam kerangka pembangunan daerah. Permasalahan ini meliputi
kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, produktivitas pertanian
dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal, layanan pendidilkan
dan kesehatan belum optimal, pemerataan infrastruktur dasar dan
konektivitas belum optimal, mitigasi bencana kebakaran hutan lahan,
banjir, dan tanah longsor belum optimal, peningkatan daya saing dan
realisasi investasi belum optimal, rendahnya kapasitas fiskal dalam
mendorong pengembangan wilayah, transformasi ekonomi dan
transisi energi berkeadilan, serta reformasi birokrasi.

Setiap isu strategis yang teridentifikasi memiliki keterkaitan erat
satu sama lain dan menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat
menyeluruh serta terintegrasi lintas sektor. Dengan menetapkannya
sebagai prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi berbagai
hambatan struktural yang menghambat kemajuan daerah. Upaya ini
diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan wilayah dan
mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dan merata bagi
seluruh masyarakat. Berikut ini masalah utama daerah Provinsi
Sumatera Selatan antara lain:

1.) Kemiskinan dan stunting yang masih tinggi
Kemiskinan dan stunting masih menjadi masalah prioritas di
Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan provinsi ini
mencapai 11,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan tertinggi
kedua di wilayah Sumatera bagian Selatan. Fenomena kemiskinan
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juga menunjukkan ketimpangan, di mana daerah dengan sumber
daya alam melimpah justru memiliki tingkat kemiskinan tinggi,
serta masih terdapat wilayah tertinggal dengan kedalaman dan
keparahan kemiskinan yang signifikan. Sementara itu, prevalensi
stunting juga masih cukup tinggi, dengan kasus tertinggi di
Kabupaten Musi Rawas dan terendah di Kota Pagar Alam.
Permasalahan stunting berkaitan erat dengan gizi buruk,
kecukupan gizi ibu hamil dan anak, serta dukungan bagi pekerja
dan pengusaha perempuan. Oleh karena itu, pengentasan
kemiskinan dan penurunan stunting di Sumatera Selatan perlu
difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan
kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi
masyaralat, khususnya perempuan.
2.) Produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum
optimal
Produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan
di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal sehingga
berpotensi mengancam ketahanan pangan dan menghambat
pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun ketersediaan pangan
cukup melimpah, keterjangkauan dan pemanfaatannya masih
rendah. Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan, menurunnya
minat generasi muda terhadap sektor pertanian, rendahnya
pendidikan petani, serta tingginya kehilangan pangan akibat
minimnya teknologi pascapanen dan keterbatasan infrastrukiur
agrologistik. Selain itu, perubahan iklim, fuktuasi harga
komoditas, serta menurunnya produktivitas tanaman perkebunan
seperti karet, kelapa sawit, dan kakao turut memperparah kondisi
ini. Hilirisasi komoditas unggulan juga belum berkcembang optimal
karena kegiatan ekonomi masih berfokus pada sektor primer dan
kurangnya transformasi menuju industrialisasi pertanian. Nilai
tambah produk perkebunan masih rendah aldbat pengelolaan
yvang belum efisien dan terbatasnya inovasi di tingkat on-farm.



Kondisi serupa terjadi pada sektor perikanan budidaya yang
mengalami penurunan produksi di berbagai wilayah akibat faktor
cuaca, kualitas bibit, teknologi, dan pengetahuan budidaya yang
belum memadai. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan
penguatan  hilirisasi menjadi kunei untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan
petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan di
Sumatera Selatan.
3.) Layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal.

Layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera
Selatan masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya kualitas
sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Angka
Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA masih sekitar 60 persen pada
periode 2017-2022, menunjukkan banyak penduduk belum
menyelesaikan  pendidikan menengah, sementara mayoritas
lapangan kerja mensyaratkan minimal pendidikan SMA. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan juga masih
rendah, yaitu 70,90 pada tahun 2022, menempati posisi kedua
terbawah di wilayah Sumbagsel. Kondisi ini mengindikasikan
perlunya peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi
tenaga kerja, serta kemitraan antara dunia usaha dan dunia
pendidikan (DUDI) agar bonus demografi dapat dimanfaatkan
secara optimal. Di sisi lain, layanan kesehatan perlu diperkuat
untuk menghadapi tantangan perubahan strulktur demografi dan
meningkatnya populasi lanjut usia. Masih lemahnya hubungan
industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha turut
berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja serta kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan pendidikan dan
kesechatan di Sumatera Selalan harus diarahkan pada
peningkatan kualitas SDM, perluasan akses pendidikan dan
keschatan yang merata, serta penguatan sistem perlindungan
sosial bagi kelompok rentan.



4.) Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal,

Kesenjangan  pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih
menjadi tantangan utama. Meskipun kondisi jalan mantap teiah
mencapai 83,62%, sejumlah wilayah masih memililg tingkat
aksesibilitas rendah, sulit dijangkau transportasi, serta belum
sepenuhnya terlayani oleh jaringan listrik, sinyal telepon, dan
internet. Ketimpangan ini tercermin dari nilai indeks Entropi Theil
sebesar 1,345, yang menunjukkan masih terpusatnya sumber
daya ekonomi, tenaga kerja terampil, investasi, dan sarana
prasarana di wilayah tertentu. Kondisi topografi yang sulit, seperti
daerah pegunungan Bukit Barisan dan kawasan perairan di Pantai
Timur, memperburuk  keterbatasan  koneldivitas serta
menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya
pemerataan infrastruktur perlu difokuskan pada peningkatan
konektivitas antarwilayah, penguatan transportasi darat dan
digital, serta perluasan akses listrik dan jaringan komunikasi guna
mendorong efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di
seluruh wilayah Sumatera Selatan.

5.) Mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah
longsor belum optimal.

Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta
tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi akibat
menurunnya kualitas lingkungan dan dampak perubahan iklim.
Peningkatan luas lahan kritis, laju deforestasi yang melonjak dari
sekitar 2.800 hektar menjadi lebih dari 17.000 hektar per tahun,
serta pemanfaatan area gambut yang rentan terhadap kebakaran
menunjukkan lemahnya upaya mitigasi dan pengelolaan
lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya polusi
udara dan penurunan kualitas udara di berbagai wilayah. Selain
itu, aktivitas pertambangan yang tidak direklamasi dengan baik
turut memperburuk kerusakan lingkungan. Terdapat 359
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tambang dengan izin putus yang menimbulkan risike banijir,
pencemaran, dan longsor, sekaligus berdampak sosial berupa
pengangguran, kemiskinan, konflik, hingga gangguan kesehatan
masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan mitigasi
bencana berbasis ekosistem, rehabilitasi lahan  kritis,
pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, serta
penegakan regulasi pengelolaan tambang guna melindungi
lingkungan dan menjamin keselamatan masyarakat Sumatera
Selatan.
6.) Peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal.
Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di
Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai kendala
struktural. Perckonomian daerah ini masih didominasi oleh selctor
primer seperti pertambangan dan penggalian dengan kontribusi
22,80 persen, diikuti industri pengolahan, pertanian,
perdagangan, dan konstruksi. Ketergantungan pada sektor primer
menunjuldkan belum terjadinya transformasi ekonomi yang kuat
menuju sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi industri,
Hal ini tercermin dari posisi Provinsi Sumatera Selatan yang masih
berada di peringkat kelima di Pulau Sumatera dengan skor Indeks
Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 5,97 dan skor Indeks Daya
Saing Daerah (IDSD} 3,36 pada tahun 2023, lebih rendah
dibandingkan rata-rata nasional. Daya saing daerah masih
dipengaruhi oleh lkualitas infrastruktur, produktivitas lenaga
kerja, keterampilan SDM, serta iklim investasi dan inovasi yang
belum optimal. Upaya peningkatan daya saing dan investasi perlu
diarahkan pada penguatan iklim usaha yang kondusif, percepatan
transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan
Jasa, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta
pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif,
7.) Rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan
wilayah.



Kapasitas fiskal daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih
tergolong rendah, ditandai dengan tingginya ketergantungan
terhadap dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)
yang mencapai hampir 90% dari total pendapatan daerah. Hanya
Kota Palembang yang termasuk kategori menuju  mandiri,
sementara 16 kabupaten/kota lainnya masih belum mandiri
secara fiskal. Tingginya proporsi belanja operasional sekitar 60%
dari total pengeluaran membatasi ruang fiskal untuk belanja
modal yang produktif dalam mendorong pembangunan wilayah.
Keterbatasan pembagian pendapatan dari dana bagi hasil juga
mempersempit  peluang peningkatan pendapatan  daerah.
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kreativitas dalam
menggali sumber pendapatan baru serta memperkuat efisiensi dan
kualitas belanja publik. Pemanfaatan pendanaan inovatif seperti
skema pembayaran jasa lingkungan, pasar karbon, dan sertifikasi
komoditas unggulan menjadi alternatif potensial untuk
memperkuat kemandirian fiskal.

8.) Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan.

Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan di
Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar akibat
ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, khususnya scktor
pertanian dan pertambangan balubara. Pergeseran struktur
ckonomi dari sektor primer ke sekunder berjalan lambat, dengan
kontribusi sektor manufaktur yang stagnan selama dua dekade
terakhir. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap gejolak
global, perubahan iklim, dan penurunan permintaan batubara di
masa depan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
daerah. Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi langkah
strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh,
inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengelolaan
sumbcer daya alam yang cerdas iklim dan rendah emisi, sekaligus
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memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan
energi terbarukan. Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan
melalui penerapan praktik agroforestri, pertanian berkelanjutan,
serta perlindungan ekosistem gambut. Keberhasilan transformasi
ekonomi dan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas
sektor dan partisipasi aktif sehiruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum konsultas;
multipihak sebagai ruang koordinasi dalam merumuskan
kebijakan ckonomi hijau yang adil, adaptif, dan berpihak pada
masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi lokal.
9.) Reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih
menghadapi  tantangan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas. Indeks
keterbukaan informasi dan integritas daerah masih berada di
bawah rata-rata nasional, sementara hasil penilaian SPBE
menunjukkan sebagian besar kabupaten /kota masih berkategori
rendah (C atau CC), dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang
mencapai  kategori B. Kondisi ini menandakan perlunya
percepatan transformasi digital dan penguatan sistem birckrasi
yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi
birokrasi perlu diarahkan pada penguatan regulasi tata kelola
pemerintahan  berbasis meritokrasi, peningkatan kapasitas
kelembagaan, serta penerapan sistem pelayanan publik yang
terintegrasi dan berorientasi pada kemudahan akses bagi
masyarakal. Selain itu, perlu ditingkatkan komitmen terhadap
prinsip integritas dan akuntabilitas untuk mencegah praktik
korupsi serta memperkuat kepercayaan publik.

Identifikasi permasalahan wutama yang menjadi fokus

pembangunan diperoleh melalui proses Focus Group Discussion (FGD)



dengan pemangku kepentingan, serta didukung oleh temuan riset
terdahulu dirangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Prioritas Pembangunan

belum
berkelanjutan

Kerentanan dan Penguaten ketshanan wilayah melalui pembangunan

risiko kondisi infrastruktur mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta

geografi peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi
| kerentanan dan risiko akibat kondisi geografi.

Pengelolaan Optimalisasi pengelolaan sumber dava air melalui

sumber daya air konservasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan

penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung
ketersedinan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan
sektor ekonomi.

Tingginya alih
fungsi lahan dan
gambut

Pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan ekosistem
gambut melalui penegakan regulasi, penerapan tata rusng
berkelanjutan, serta penguatan program restorasi dan
rehabilitasi lahan

ketahanen pangan

Pengembangan Peningkatan  pengembangan potensi  ekonomi  dacrah
potensi ekonomi melalui hilirisasi produk unggulan, pemberdayaan UMKM,
daerah belum serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong
optimal daya saing daerah,

Kerentanan Penguatan ketahanan pangan melalui | diversifikasi

produksi, peningkatan infrastruktur pertanian, serta
dukungan teknologi dan akscs pasar guna memastikan
ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

Kesenjangan
infrastruktur antar
wilayah masih
Sirad

Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas antarwilayah untuk memperkuatl integrasi
ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan
aksesibilitas dan pelayanan publik.

Kualitas sumber
daya manusia
masih rendah

Peningleatan kualitas sumber daya manusia melahu akses
pendidikan yang merata, pengembangan keterampilan
vokasi, serta peningkatsn kompetensi tenuga kerja agar
mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Transformasi
ekonomi belum

u‘E I el T I
Ancaman stahilitas
daerah masih
tingpi

Percepatan transiormasi ekonomi melalui penguntan scktor
unggulan, digitalisasi, dan inovasi berbasis teknologi untuk
mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. |
Penguatan stabilitas daerah melahii peningkatan kualitas
keamanan, harmonisasi sosial, serta penguatan tata kelola
pemerintahan yang responsif dan inklusif,

Inove=i daerah
masih belum

oplimal

Peningkatan inovasi daerah melalui penguatan ekosistem
riset dan teknologi, kolaborasi antara pemerintah,
akademisi, dan pelaku usaha, serta dukungan tethadap
pengembunpan inovasi berbasis potensi lnkal,

Reformasi
birokrasi yang
belum optimal

Percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan
publik, peningkatan kapasitas apsratur, serta penerapan
tata kelola pemerintahan yang transparan, aluntabel, dan

berorientasi pada kinerja.
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3.2 Potensi Riset dan Inovasi dalam Pemecahan Permasalahan
Daerah
Pemanfaatan riset dan inovasi ke depan menjadi peluang
strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2025-2029, vaitu "Sumsel Maju Terus untuk Semua."”
Visi ini menekankan pentingnya kemajuan yang inklusif dan merata,
yang dapat dicapai melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi
yang responsil terhadap kebutuhan daerah. Perkembangan teknologi,
digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan
berkelanjutan memberikan ruang bagi riset untuk berperan lebih
besar dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan lokal.
Dengan optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kapasitas
SDM kelitbangan, riset dan inovasi dapat menjadi pendorong utama
dalam mewujudkan Sumsel yang maju, adaptif, dan berkelanjutan
bagl seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa peluang yang
dapat dilakukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa yang
akan datang antara lain:
1.) Arah kebijakan nasional untuk memperkuat riset dan inovasi di
daerah
Arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan riset dan
inovasi memberikan peluang besar bagi Sumatera Selatan untuk
mengoptimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat telah
mendorong  transformasi  pembangunan  berbasis  ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui kebijakan riset
nasional serta integrasi dengan agenda pembangunan
berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan
menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas
nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang dilakukan tidak
hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendapat
dukungan lebih luas dari pemerintah pusat, Keselarasan ini akan
mempercepat  lahimya  kebijakan vang berbasis  bukti,
meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat peran



2.)

3.)
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Sumsel dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis
riset dan inovasi.
Potensi kerja sama lintas Lembaga dalam riset dan inovasi

Potensi kerja sama lintas lembaga dalam riset dan inovasi
menjadi  peluang strategis untuk memperkuat ekosistem
pembangunan berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga
penelitian, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas dapat
membentuk jejaring kolaborasi yang saling melengkapi. Melalui
kerja sama ini, keterbatasan sumber daya, baik pendanaan, SDM,
maupun infrastruktur, dapat diatasi dengan memanfaatkan
keunggulan dan kapasitas masing-masing pihak. Kolaborasi lintas
lembaga juga membuka ruang bagi riset yang lebih aplikatif dan
sesuai kebutuhan nyata, seperti ketahanan pangan, energi
terbarukan, pengelolaan lingkungan, maupun inovasi pelayanan
publik. Dengan sinergi yang terjalin, hasil riset tidak berhenti pada
publikasi semata, melainkan dapat diimplementasikan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini
sekaligus menjadi wahana pertukaran pengetahuan, transfer
teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, schingga mendorong
terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih produktif,
inklusif, dan berdaya saing.
Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi riset dan
inovasi

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan
peluang penting dalam memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi
di masa mendatang. Ketersediaan peneliti, tenaga ahli, serta
praklisi yang kompeten dapat menjadi motor penggerak lahirnya
ide-ide kreatif dan solusi ilmiah yang relevan dengan tantangan
pembangunan. Sinergi antara penguatan kapasitas SDM dengan
ketersediaan infrastruktur akan menciptakan ckosistem riset yang
lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, riset tidak
hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong
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inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,
memperkual daya saing daerah, serta mendukung pencapaian visi
pembangunan lima tahun ke depan.

3.3 Pemetaan Hubungan Isu dengan Potensi Daerah

Pemetaan hubungan antara isu strategis dengan potensi daerah
dilakukan untuk menunjukkan secara sistematis bagaimana potensi
SDA dan ekonomi yang dimiliki dapat menjadi solusi bagi
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Matriks di bawah ini
mengilustrasikan keterkaitan tersebut.

Tabel 3. 2 Hubungan Isu Strategis, Potensi Daerah dan Peran Riset
dan Inovasi

Esu Strategis Potensi Daerah Peran Riset dan Inovasi sebagai
Daerah yang Relevan Bolnsi
Hemiskinan dan s Sumber daya * Riset pengembangan pangan
Stunting manusia (bonus fungsional untuk balita dan ibu
demagrafi) hamil.
* Produk pertanian | » Inovasi sistem pemberdayaan
& perikanan ckonomi berbasis komunitas,
(sumber pangan | =« Kajian efektivitas program
bergizi) perlindungan sosial dan
intervensi stunting.
Produktivitas * Komoditas PUD: |« Riset dan pengembangan
Pertanian & Padi, Jagung, teknologi pascapanen dan alat
Hilirisasi Belum Sawit, Karel, mesin pertanian (alsintan).
Optimal Kopi, Tkan, * I[novasi sistemn pertanian presisi
Udang, dll. dan berbasis digital (smart
[arming).

= Risel pengembangan produk hilir
berbasis komoditas unggulan
(misal: biofuel dari sawit, produlk
olahan karet, kopi specialty].

Layanan = Populasi usia = Riset pengembangan kurikulum
Pendidikan & produktif yang vokasi dan keterampilan berbasis
Keschatan Belum besur. kebutuhan industri (link and
Optimal » Keberadaan match),

perguruan tingpi | o Inovasi lavanan kesehatan

dan lembagsa berbasis telemedicine dan

riset, aplikasi mobile.

s Riset tentang model
pembelajaran efekdf di daerah
tertinggal.
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Pemerataan Letak geografis Riset dan inovasi material
Infrastruktor & yang sirategis di konstruksi ramah lingkungan.
Honektivitas jalur Sumatera. Kajian sistem transportasi
Sumber duya terpadu yang efisien.
alam untuk Inovasi teknologi untuk skses
pembangunan internet di daerah terpencil
infrastrukiur, (misal: penggunaan drone atan
TV white spacel. |
Mitigasi Bencana Ekosistem Riset dan pengembangan sistem
gambut dan peringatan dini bencana berbasis
Fatan, loT.
Sumber daya Inovasi telmaologi restorasi lahan
air. gambut dan rehabilitasi hutan.
Risct tentang praktik pertanian
ramah lingkungan yang tidak
merusak ekosistem,
Daya Saing & Fosisi stralegis Riset pemetaan polensi investasi
Investasi Rendah dan sumber daya di sektor prioritas.
alam. Inovasi sistem perizinan berbasis
Produk ungeulan digital (OS8) yang terintegrusi.
daerah, Rajian pengembangan clkonomi
hijau dan ekonomi biru.
Hapasitas Fiskal Potensi PAD dari Riset pengembangan skema
Rendah sektor pajak dan pendanaan inovatf [CSR, pasar
retribusi. karban, dil.),
Potensi sumber Inovasi sistem pengelolaan
daya alam vang keuangan daerah yang
belum tergali transparan dan almntabel.
optimal, Kajian optimalisasi pajak daerah
dan retribwasi.
Transformasi Potensi energi Riset pengembangan sumber
Ekonomi & terbarukan energl alternatif dan terbarukan,
Transisi Enexgi (surya, air, Inovasi teknologi pertanian
panas bumi). rendah emisi.
Sektor pertanian Kajian kebijakan transisi energi
dan perkebunan. yang berkeadilan bagi
masvarakat.
Reformasi Sumber daya Riset perancangan sistem
Birokrasi manusia pelayanan publik yvang
aparatur. terintegrasi (SPBE).
Perkembangan Inovasi aplikasi untuk
teknolog digital, peningkatan transparansi dan
partisipasi publik.
Kajian budaya lerja dan
reflormasi kelembagaan.

Dari  identifikasi permasalahan utama
pemecahannya di Bab III, terlihat bahwa salah satu akar persoalan
yang dihadepi Sumatera Selatan adalah rendahnya daya saing

dan  potensi

ekonomi dan tingginya angka pengangguran, yang salah satu



solusinya adalah melalui penciptaan wirausaha baru yang inovatif,
Untuk itu, diperlukan fokus dan arah yang jelas dalam pemanfaatan
riset dan inovasi. Bab IV akan menetapkan dan menjabarkan tema
prioritas riset dan inovasi yang menjadi payung bagi seluruh upaya

pemajuan IPTEK di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-
2029,



BAB IV
TEMA PRIORITAS RISET DAN INOVASI DI DAERAH

4.1 Proses Penctapan dan Rasionalisasi Tema Prioritas

Penentuan tema prioritas dalam Rencana Induk Peta Jalan
Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan
dilakukan melalui proses penyelarasan dengan arah pembangunan
daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD). Penyelarasan ini penting
dilakukan agar kebijakan dan program inovasi daerah tidalk hanya
berdiri sebagai inisiatif sektoral, melainkan memberikan kontribusi
langsung terhadap capaian pembangunan jangka menengah. Dengan
mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah serta fokus
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, tema prioritas
dalam dokumen RIPJ PID diarahkan pada program strategis *100.000
Sultan Muda Sumsel.”

Program “100.000 Sultan Muda Sumsel” dipilih sebagai tema
prioritas karena memiliki relevansi yang tinggi dengan agenda
penguatan ekonomi daerah melalui penciptaan wirausaha muda yang
kompetitif. Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk
mendorong lahirnya seratus ribu pelaku usaha muda yang bergerak
pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, pertanian,
perdagangan, dan sektor usaha lainnya. Pemilihan tema ini tidak
hanya mencerminkan orientasi pembangunar ekonomi berbasis
kreativitas dan inovasi, letapi juga menggambarkan kebutuhan
daerah untuk memperluas basis pelaku ekonomi produktif melahui
pengembangan kapasitas generasi muda.

Penetapan tema prioritas ini didasari oleh sejumlah
pertimbangan strategis. Pertama, dinamika ketenagakerjaan dan
transformasi ekonomi daerah menunjukkan perlunya akselerasi
pertumbuhan pelaku usaha baru. Melalui fokus pada wirausaha
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muda, pemerintah provinsi berupaya meningkatkan produktivitas
ekonomi, memperluas peluang kerja, serta memperkuat struktur
ekonomi lokal yang sebelumnya masih didominasi oleh sektor-sektor
tradisional. Dengan demikian, kewirausahaan dipandang sebagai
instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yeng
nkhusif dan berkelanjutan.

Kedua, program “100.000 Sultan Muda Sumsel” memiliki
keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistern inovasi
daerah. Program ini menempatkan dukungan pembiayaan sebagai
salah satu instrumen utama melalui fasilitasi permodalan yang
melibatkan perbankan, BUMN, dan BUMD. Pendekatan ini penting
karena meningkatkan akses pelaku usaha pemula terhadap sumber
pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketersediaan akses
pembiayaan yang lebih inklusif dipandang krusial untuk mendorong
lahirnya inovasi, mengurangl tingkat kegagalan usaha pada tahap
awal, serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pilar
lain dalam penetapan tema prioritas ini. Melalui program peningkatan
keterampilan yang bersifat teknis maupun non-teknis, pemerintah
provinsi berupaya mencetak wirausaha muda yang tidak hanya
mampu memulai usaha, tetapi juga memiliki kompetensi untuk
mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Penguatan
kapasilas melalui berbagai pelatihan tersebut diorientasikan pada
kebutuhan dunia usaha dan industri serta perkembangan teknologi
yang menuntut adaptasi cepat dari para wirausaha muda.

Keempat, tema ini turut menekankan pentingnya promosi dan
pemasaran produk sebagai bagian dari strategi komprehensil dalam
menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif. Melalui upaya
meningkatkan eksposur UMKM dan startup, baik melalui media
digital, pameran produk, maupun kemitraan multipihak, pemerintah
provinsi berupaya memperluas akses pasar bagi para wirausaha
muda. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas
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produk unggulan lokal serta mendorong penetrasi pasar yang lebih
luas, termasuk ke tingkat nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, pemilihan tema “100.000 Sultan Muda
Sumsel” dalam RIPJ PID mencerminkan komitmen pemerintah dalam
mendorong pertumbuhan  ekonomi yang Dberbasis inovasi,
pemberdayaan generasi muda, serta penguatan ekosistem
kewirausahaan. Dengan orientasi tersebut, dokumen RIPJ PID
berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan
pembangunan inovasi daermh yang selaras dengan RPJMD dan
memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing
serta kemandirian ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Tema ini juga
diharapkan menjadi fondasi bagi munculnya generasi wirausaha
muda yang inovatif, adaptif, dan mampu menjadi lokomotif
pembangunan daerah dalam jangka panjang,.

Program ini merupakan agenda prioritas Gubernur terpilih yang
diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha muda,
memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor ekonomi kreatif
dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Riset dan inovasi memiliki peran fundamental dalam mendukung
pencapaian program tersebut melalui penvediaan basis data
kewirausahaan yang komprehensif, pengembangan model bisnis
inovatif, pemetaan potensi sektor unggulan, serta peningkatan
kapasitas 100.000 Sultan Muda melalui pemanfaatan teknologi
informasi, layanan inkubasi, maupun pengembangan inovasi produk
daerah. Dengan demikian, penyusunan RIPJ PID bukan hanya
merupakan pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga menjadi
instrumen strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses
pembangunan daerah berjalan secara terarah, berbasis bukti, dan
selaras dengan agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumatera
Selatan.
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4.2 Keterkaitan Tema Prioritas dengan Permasalahan Daerah

Tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel memiliki
keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan upaya menjawab
permasalahan utama pembangunan daerah yang telah diidentifikasi
sebelumnya. Tema ini bukanlah program yang berdiri sendiri,
melainkan sebuah solusi integratif yang secara langsung menyasar
beberapa isu krusial sckaligus. Pertama, terkait dengan permasalahan
kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, program 100.000
Sultan Muda secara langsung berupaya menciptakan lapangan kerja
baru melalui penumbuhan wirausaha muda. Dengan menciptakan
100.000 pengusaha baru, program ini akan menyerap tenaga kerja
dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Kedua, program ini menjadi jawaban atas permasalahan
transformasi ekonomi dan rendahnya daya saing. Dengan mendorong
generasi muda untuk terjun ke sektor-sektor kreatif, inovatif, dan
berbasis teknologi, program ini akan mempercepat pergeseran
struktur ekonomi dari sektor primer yang konvensional menuju
ekonomi yang lebih modern dan bernilai tambah tinggi. Para Sultan
Muda diharapkan menjadi pelaku utama dalam hilirisasi produk
unggulan daerah, digitalisasi UMKM, dan pengembangan ekonomi
kreatif. Ketiga, program ini selaras dengan upaya peningkatan
kualitas SDM. Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap
teknologi, program 100.000 Sultan Muda akan meningkatkan
kompetensi dan keterampilan generasi muda, yang pada gilirannya
akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia {IPM)
daerah. Program ini menciptakan SDM yang tidak hanya siap kerja,
tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.

Keempat, dari aspek reformasi birokrasi dan kapasitas fiskal,
keberhasilan program ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang
pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, implementasi program ini



juga mendorong birokrasi untuk lebih responsif, inovatif, dan
kolaboratif dalam memberikan layanan, khususnya dalam hal
perizinan usaha, akses pembiayaan, dan kemudahan berusaha.
Dengan demikian, tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel”
merupakan sebuah pendekatan terpadu yang secara fundamental
menjawab permasalahan struktural daerah. Program ini mengubah
tantangan (pengangguran, kemiskinan) menjadi peluang {wirausaha
baru, pertumbuhan ekonomi) dan menjadi lokomotif utama dalam
mewujudkan visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua."

4.3 Ruang Lingkup Tema Prioritas

Untuk memastikan implementasi program " 100,000 Sultan Muda
Sumsel” berjalan terarah dan terukur, penting untuk mendefinisikan
ruang lingkupnya secara jelas. Ruang lingkup ini mencakup aspek
sasaran program, sektor-sektor yang menjadi fokus, dan jenis
dukungan yang akan diberikan.
1. SBasaran Program

Program ini menyasar generasi muda Provinsi Sumatera
Selatan, dengan kriteria sebagai berikut:

e Usia 17-35 tahun;

* Memiliki ide usaha atau sedang menjalankan usaha
mikro /kecil:

* Berdomisili dan memiliki usaha atau akan mendirikan usaha
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

* Memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan usaha;

* Prioritas diberikan kepada pemuda putus sekolah, luhusan
SMK/perguruan tinggi, serta kelompok rentan (perempuan,
disabilitas) yang memiliki semangat kewirausahaan.,

2. Sektor Usaha Prioritas
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Untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan selaras dengan
potensi unggulan daerah, program ini akan difokuskan pada
beberapa sektor prioritas, yaitu:

* Ekonomi Kreatif: Kuliner, kriya (songket, anyaman), fesyen,

seni pertunjukan, dan desain.

* Pertanian dan Perikanan Modern: Budidaya tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan
dengan penerapan teknologi tepat guna.

* Pengolahan dan Hilirisasi: Pengolahan hasil pertanian,
perkebunan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai
tambah (misal: keripik, kopi bubuk, abon ikan, produk olahan
sawit).

*» Perdagangan dan Jasa: Bisnis retail, logistik, jasa pemasaran
digital, dan pariwisata (biro perjalanan, homestay, atraksi
wisata).

* Teknologi dan Digitalisasi: Pengembangan aplikasi, platform
digital, dan startup teknologi yang mendukung solusi di
berbagai sektor.

3. Jenis Intervensi dan Dukungan

Program ini akan memberikan dukungan komprehensif yang
meliputi tiga pilar utama:

¢ Peningkatan Kapasitas: Pelatihan kewirausahaan,
manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan
produlc.

» Akses Permaodalan: Fasilitasi akses pembiayaan lunak,
bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengajuan
pinjaman ke perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

* Pendampingan dan Inkubasi: Pendampingan bisnis secara
intensif melalui inkubator usaha, bimbingan teknis dari
mentor, dan fasilitasi akses pasar serta jaringan usaha.
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Penetapan tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" sebagai
fokus utama dalam Bab IV membawa konsekuensi perlunys,
pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan implementasi tema ini
sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Oleh karena
ita, sebelum merumuskan langkah-langkah strategis, Bab V akan
menguraikan secara komprehensif berbagai tantangan yang harus
dihadapi sekalipus peluang yang dapat dimanfaatkan dalam
mengembangkan ekosistem riset dan inovasi dacrah untuk mencapai
target 100.000 Sultan Muda.
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BABV
TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI
DAERAH

5.1 Tantangan Utama dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan
Inovasi
Pengembangan daerah yang didorong oleh riset dan inovasi
menjadi kunci percepatan dalam mewujudkan visi dan misi Sumatera
Selatan untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, dalam
praktiknya, pemanfaatan riset dan inovasi masih menemui berbagai
tanlangan, yang tercermin dalam sejumlah isu penting berikut ini:
1) Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan inovasi
Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan
inovasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan
Sumatera Selatan yang maju untuk semua. Kebijakan yang ada
sering kali belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah dan kurang
memperhatikan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan
daerah. Akibatnya, arah pengembangan inovasi tidak selalu
sejalan dengan prioritas pembangunan, sehingpa potensi riset
yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian belum
termanfaatkan secara optimal. Selain itu, dinamika perubahan
global dan tantangan lokal, seperti ketahanan pangan, energi, dan
lingkungan, menuntut adanya kebijakan yang responsif, adaptif,
dan berkelanjutan. Tanpa kebijakan yang bermutu, riset dan
inovasi sulit menjadi pendorong utama peningkatan daya saing
daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk
merancang kebijakan berbasis data, memperkuat sinergi lintas
sektor, serta memastikan hasil riset dan inovasi menjadi bagian
integral dalam proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan
daerah.
2) Penerapan kebijakan serta pembangunan vang berbasis bulti
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Penerapan kebijakan serta pembangunan yang berbasis bukti
masih menghadapi tantangan besar di Sumatera Selatan. Selama
ini, proses perumusan kebijakan kerap didominasi oleh
pendekatan administratif dan politis, sementara hasil riset atau
data ilmiah belum sepenuhnya menjadi landasan utama. Kondisi
ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran
dan berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat
secara nyata. Di sisi lain, keterbatasan akses dan integrasi data
lintas sektor juga memperlemah praktik pembangunan berbasis
bukti, Padahal, dengan pemanfaatan riset, data, dan inovasi,
kebijakan dapat lebih akurat dalam merumuskan solusi untuk
persoalan daerah seperti kemiskinan, ketahanan pangan, atau
pembangunan infrastruktur. Ke depan, diperlukan komitmen
untuk menguatkan budaya evidence-based policy, melalui
penyediaan data yang terbuka, pemanfaatan hasil kajian
akademik, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan
tinggi, dan lembaga riset agar pembangunan benar-benar sesuai
dengan visi “Sumsel Maju Terus untuk Semua,”

Penguatan budaya riset dan inovasi

Penguatan budaya riset dan inevasi menjadi tantangan yang
tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan Sumatera
Selatan. Saat ini, riset dan inovasi masih sering dipandang sebatas
aktivitas akademik, belum sepenuhnya melekat sebagai budaya
kerja maupun pola pikir dalam masyarakat dan birokrasi.
Rendahnya minat riset, keterbatasan dukungan fasilitas, serta
belum kuatnya penghargaan terhadap karya inovatif membuat
potensi besar daerah belum tergali secara optimal. Budaya riset
dan inovasi perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan,
pengualan ekosistemn riset di perguruan linggi, serta dukungan
nyata pemerintah terhadap para peneliti dan inovator. Budaya ini
harus melekat dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga
setiap kebijakan, program, maupun kegiatan daerah selalu
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berlandaskan pada ide-ide baru yang kreatif dan solutif. Dengan
demikian, riset dan inovasi tidak hanya menjadi sarana
peningkatan daya saing, tetapi juga motor utama dalam
membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya
saing tinggi.
Sinergi pentahelix dalam mendukung riset dan inovasi

Sinergi pentahelix yang melibatian pemerintah, akademisi,
dunia usaha, komunitas, dan media menjadi faktor krusial dalam
pengembangan riset dan inovasi, Namun, tantangan yang muncul
adalah koordinasi antar unsur ini belum berjalan optimal.
Pemerintah sering bergerak sendiri dengan kebijakan, sementara
dunia usaha mencari keuntungan tanpa selalu melibatkan hasil
risct lokal. Akademisi menghasilkan banyak kajian, tetapi belum
terhubung kuat dengan kebutuhan masyarakat atau pasar.
Akibatnya, potensi kolaborasi yang seharusnya saling menguatkan
masih belum maksimal. Dalam mewujudkan visi “Sumsel Maju
Terus untuk Semua”, diperlukan pola sinergi yang lebih terarah
dan berkelenjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator,
akademisi sebagai penyedia solusi ilmiah, dunia usaha sebagai
penggerak implementasi, komunitas sebagai penerima manfaat
sekaligus pengembang inovasi sosial, serta media sebagai penguat
penyebaran informasi. Dengan keterhubungan yang kuat antar
unsur pentahelix, riset dan inovasi dapat lebih cepat
diimplementasikan, relevan dengan kebutuhan daerah, serta
mampu  memberikan dampak nyata bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan
inovasi

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan
inovasi masih menjadi tantangan serius di Sumatera Selatan.
Selama ini, alokasi anggaran untuk mendukung riset sering kali
lerbalas dan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan
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daerah. Akibatnya, banyak hasil penelitian vang berpotensi
memberikan solusi nyata bagi masalah daerah tidak dapat
dikembangkan lebih lanjut karena minim dukungan pendanaan.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga masih cenderung
fokus pada provek fisik, sementara penguatan pengetahuan dan
inovasi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai investasi strategis
jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran
perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih visioner dengan
memberikan ruang besar bagi riset dan inovasi sebagai motor
pembangunan. Dukungan anggaran yang memadai tidak hanva
memperkuat kapasitas peneliti dan lembaga riset, tetapi juga
mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.
Dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian integral
dari siklus perencanaan daerah, Sumatera Selatan akan memilils
fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
sesuai misi 2025-2029,
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang riset dan
inovasi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang
riset dan inovasi merupakan tantangan yang perlu segera diatasi.
Saat ini, kualitas dan jumlah peneliti maupun tenaga ahli di
Sumatera Selatan masih terbatas, sehingga kemampuan
menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan daerah juga
belum optimal. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, teknologi,
serta jejaring kerja sama global turut memperlambat penguatan
kompetensi SDM dalam menghadapi dinamika perubahan yang
cepat di era digital dan industri berbasis pengetahuan. Dalam
menjawab tantangan tersebut, diperiukan strategi pengembangan
SDM yang komprehensif melalui peningkatan keterampilan teknis,
penguasaan metodologi riset, serta pemanfaatan teknologi digital.
Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan lembaga riset
perlu  menciptakan program peningkatan kapasitas yang
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berkelanjutan, termasuk dukungan beasiswa, pelatihan, dan
kolaborasi dengan lembaga riset nasional maupun internasional.
Dengan SDM yang unggul, riset dan inovasi di Sumatera Selatan
akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung
ketahanan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta
pencapaian visi *Sumsel Maju Terus untuk Sermua.”
Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovas;
Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovasi
menjadi tantangan mendasar yang harus dihadapi Sumatera
Selatan. Saat ini, banyak lembaga penelitian maupun perguruan
tinggi yang masih terbatas dalam fasilitas laboratorium, peralatan
modern, hingga akses terhadap basis data riset yang memadai,
Kondisi ini membuat kualitas penelitian tidak berkembang secara
optimal, bahkan sering kali bergantung pada dukungan eksternal.
Padahal, infrastruktur yang kuat merupakan fondasi penting
untuk menghasilkan riset yang berkualitas, inovasi yang aplikatif,
serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena ifu,
pembangunan daerah ke depan perlu memberi prioritas pada
penguatan sarana dan prasarana riset, baik melalui investasi
langsung pemerintah maupun kemitraan dengan dunia usaha.
Penyediaan laboratorium modern, pusat data riset terpadu, hingga
inkubator inovasi berbasis teknologi akan mendorong ekosistem
riset yang lebih produktif. Dengan dukungan infrastruktur yang
memadai, hasil riset dan inovasi tidak hanya lahir dari gagasan,
tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian misi
pembangunan Sumatera Selatan 2025-20209.

5.2 Peluang dan Potensi Pengembangan Ekosistem Riset dan
Inovasi

Pemanfaatan riset dan inovasi ke depan menjadi peluang

strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera



-102 -

Selatan tahun 2025-2029, yaitu "Sumsel Maju Terus untuk Semuaq.”
Visi ini menekankan pentingnya kemajuan yang inklusif dan merata,
yang dapat dicapai melalui penglatﬁn ekosistem riset dan inovasi
yang responsif terhadap kebutuhan dacrah. Perkembangan teknologi,
digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan
berkelanjutan memberikan ruang bagi riset untuk berperan lebih
besar dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan lokal.
Dengan optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kapasitas
SDM kelitbangan, riset dan inovasi dapat menjadi pendorong utama
dalam mewujudkan Sumsel yang maju, adaptif, dan berkelanjutan
bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa peluang yang
dapat dilakukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa yang
akan datang antara lain:
1) Arah kebijakan nasional untuk memperkuat riset dan inovasi di
daerah
Arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan riset dan
inovasi memberikan peluang besar bagi Sumatera Selatan untuk
mengoptimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat telah
mendorong  transformasi  pembangunan  berbasis  ilmu
pengelahuan dan teknologi, termasuk melalui kebijakan riset
nasional serta integrasi dengan agenda pembangunan
berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan
menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas
nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang dilakukan tidalk
hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendapat
dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Keselarasan ini akan
mempercepat  lahirnya kebijakan yang berbasis buleti,
meningkatkan daya saing daerah. serta memperkuat peran
Sumsel dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis
riset dan inovasi.

2) Potensi kerja sama lintas Lembaga dalam riset dan inovasi
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Potensi kerja sama lintas lembaga dalam riset dan inovasi
menjadi  peluang strategis untuk memperkuat ekosistem
pembangunan berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga
penelitian, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas dapat
membentuk jejaring kolaborasi yang saling melengkapi. Melalui
kerja sama ini, keterbatasan sumber daya, baik pendanaan, SDM,
maupun infrastruktur, dapat diatasi dengan memanfaatkan
keunggulan dan kapasitas masing-masing pihak. Kolaborasi lintas
lembaga juga membuka ruang bagi riset yang lebih aplikatilf dan
sesuai kebutuhan nyata, seperti ketahanan pangan, energi
terbarukan, pengelolaan lingkungan, maupun inovasi pelayanan
publik. Dengan sinergi yang terjalin, hasil riset tidak berhenti pada
publikasi scmata, melainkan dapat diimplementagikan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini
sckaligus menjadi wahana pertukaran pengetahuan, transfer
teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, schingga mendorong
terciptanya ekosistern riset dan inovasi yang lebih produlktif,
inklusif, dan berdaya saing,

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi riset dan
inovasi

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan
peluang penting dalam memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi
di masa mendatang. Ketersediaan peneliti, tenaga ahli, serta
praktisi yang kompeten dapat menjadi motor penggerak lahirnya
ide-ide kreatif dan solusi ilmiah yang relevan dengan tantangan
pembangunan. Sinergi antara pengualan kapasitas SDM dengan
ketersediaan infrastruktur akan menciptakan ekosistem riset yang
lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, riset tidak
hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong
inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,
mermperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian visi
pembangunan lima tahun ke depan.
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5.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Keberhasilan implementasi tema prioritas "100.000 Sultan Muda

Sumsel” dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi secara
keseluruhan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang
harus dikelola dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.
Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Komitmen dan Kepemimpinan Politik yang Kuat

Keberlanjutan program ini membutuhkan komitmen yang kuat
dari Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah provinsi. Hal
ini mencakup pengalokasian anggaran yang memadai,
pengawasan implementasi, dan kebijakan yang konsisten serta
berpihak pada pengembangan wirausaha muda.
Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor

Program ini bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak OPD.
Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efelktif
dan terstruktur, seperti pembentukan tim percepatan dan forum
koordinasi ratin, untuk memastikan sinergi dan menghindari
tumpang tindih program.
Kemitraan dengan Dunia Usaha. Akademisi, dan Masyarakat

Sinergi Pentahelix menjadi kunci sukses. Pemerintah tidak bisa
bekerja sendiri. Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk
pengembangan kurikulum dan riset, dengan sektor swasta dan
BUMN/BUMD untuk pendanaan CSR dan pembinaan, serta
dengan komunitas dan media untuk promosi dan edukasi, akan
mempercepal pencapaian target.
Akses terhadap Pembiayaan

Kurangnya akses modal sering menjadi batu sandungan utama
bagi wirausaha pemula. Keberhasilan program ini akan sangat
ditentukan oleh ketersediaan skema pembiayaan yang mudah
diakses, berbunga rendah, dan disertai pendampingan, baik dari
APBD, dana CSR, perbankan, maupun lembaga keuangan mikro.
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9] Penguatan Kapasitas SDM Pendamping dan Mentor
Kualitas pendampingan sangat menentukan keberhasilan
usaha para Sultan Muda. Oleh karena itu, pelatihan  dan
pengembangan kapasitas bagi para fasilitator, mentor, dan tenaga
pendamping di tingkat provinsi dan kabupaten /kota harus
menjadi prioritas,
6) Ketersediaan Data dan Sistem Monitoring yang Baik
Untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program, diperlukan
sistem data dan monitoring yang terintegrasi dan real-time. Hal ini
penting untuk melakukan evaluasi berkala, perbaikan program,
dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran,

Memahami tantangan dan peluang di Bab V memberikan
landasan bagi kita untuk mengevaluasi posisi kita saat ini. Untuk
dapat merumuskan strategi yang efektif, terlebih dahulu kita harus
mengetahui seberapa besar jarak antara kondisi aktual dengan
kondisi yang kita cita-citakan. Analisis kesenjangan atau gap
analysis pada Bab VI akan menjawab pertanyaan tersebut, dengan
membandingkan kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dengan
kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode perencanaan.
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BAB VI
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI
DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

6.1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan
Berbasis Bukti

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan (gap analysis)
mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun kajian
untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-
based policy/EBP) serta mendukung penguatan inovasi daerah.
Analisis ini digunakan untuk membandingkan kondisi aktual dengan
standar ideal yang diharapkan, sehingga Pemerintah Daergh dapat
mengidentifikasi aspel-aspek krusial yang memerlukan peningkatan
demi terciptanya proses perumusan kebijakan yang lebih presisi,
adaptif, dan berbasis data.

Fokus analisis mencakup sejumiah faktor pendukung
penyusunan rekomendasi kebijakan meliputi ketersediaan sumber
daya manusia IPTEK, fasilitas pendukung penyusunan kajian, alokasi
anggaran riset dan inovasi, program riset yang telah dilaksanakan,
kelembagaan IPTEK, serta jejaring riset dan inovasi termasuk kerja
sama dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini memnjadi fondasi utama
bagi terselenggaranya proses kajian kebijakan yang terstruktur dan
mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui identifikasi kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dapal memperoleh pemetaan yang lebih jelas
mengenai kekuatan yang sudah dimiliki, tantangan vang masih
dihadapi, serta ruang perbaikan yang perlu diprioritaskan dalam
pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Temuan ini
sekaligus menjadi pijakan bagi perumusan strategi penguatan
kapasitas dan pembangunan ekosistem pendukung agar praktik EBP
dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan
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demikian, proses kebijakan ke depan dapat lebih terarah, responsif,
dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas
pembangunan daerah.

Analisis kesenjangan terhadap faktor pendukung ekosistem riset
dan inovasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi
kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan rekomendasi
kebijakan berbasis bukti. Evaluasi ini membandingkan capaian lima
tahun terakhir dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga
diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan EBP serta
perkembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Indikator vang
dianalisis mencakup jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti
yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan, jumlah inovasi bidang tata
kelola, inovasi layanan publik, inovasi lain termasulk inovasi
masyarakat, serta nilai dan predikat Indeks Inovasi Daerah (1ID).
Penilaian atas indikator tersebut memberikan dasar empiris bagi
Pemerintah Daerah untuk menentukan arah penguatan kapasitas
kebijakan dan inovasi secara lebih strategis, konsisten, dan
berkelanjutan.
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6.2 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi pada Tema
100.000 Sultan Muda

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan yang berfokus pada
tema prioritas “100.000 Sultan Muda Sumsel” sebagai program
strategis penguatan kapasitas sosial-ckonomi melalui ekosistern riset
dan inovasi daerah. Analisis ini disusun untuk membandingkan
kondisi aktual pelaksanaan program dengan kondisi ideal yang ingin
dituju. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang
diberikan kepada perangkat daerah terkait, sehingga diperoleh
informasi ernpiris mengenai persepsi, tingkat kesiapan, dan kapasitas
institusional dalam mendukung implementasi program tersebut.
Melalui pendekatan ini, berbagai hambatan, peluang, serta kebutuhan
intervensi strategis dapat diidentifikasi secara lebih terarah. Dengan
demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  memperoleh
gambaran yang lebih sistematis mengenai sejauh mana dukungan
riset dan inovasi telah berjalan serta aspek yang masih memerlukan
penguatan untuk mempercepat keberhasilan program 100.000 Sultan
Muda Sumsel.

Hasil analisis kuesioner menunjulkkan sejumlah dimensi penting
terkait tema prioritas, seperti kesiapan kelembagaan, kapasitas
sumber daya manusia, ketersediaan program pendukung, serta
tingkat kolaborasi antar-perangkat daerah. Temuan tersebut menjadi
dasar penting dalam merumuskan strategi penguatan ckosistem riset
dan inovasi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bulkti. Identifikasi
kesenjangan secara sistematis ini memungkinkan pemerintah daerah
merancang langkah-langkah penguatan yang selaras dengan arah
pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa implementasi
program 100.000 Sultan Muda Sumsel dapal berjalan secara efektif,
adaptif, dan berkelanjut
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6.3 Prioritas Penanganan Kesenjangan
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan pada sub-bab 6.1 dan

6.2, terdapat beberapa isu prioritas yang memerlukan penanganan
segera untuk memastikan keberhasilan program 100.000 Sultan
Muda Sumsel. Prioritas ini dikelompoldkan menjadi tiga level utama:
Level 1: Prioritas Tertinggi (Mendesak dan Fundamental)

1. Pengnatan Kelembagaan dan Koordinasi: Kesenjangan
terbesar terletak pada belum optimalnya koordinasi dan sinergi
antar-OPD. Sangat mendesak untuk membentuk satuan tugas
atau tim khusus yang dipimpin oleh gubernur/wakil gubernur
untuk memastikan seluruh OPD terkait bergerak bersama dan
program lidak tumpang tindih.

2. Penyusunan Regulasi Payung (Perda/Pergub): Tidak adanya
regulasi spesifik yang menjadi payung hukum bagi program
100,000 Sultan Muda adalah kesenjangan krusial. Penetapan
Perda atau Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan
Pemuda akan memberikan kepastian hukum, legitimasi, dan
keberlanjutan program di masa depan.

3. Penyediaan Anggaran Khusus: Belum adanya skema anggaran
khusus vang teralokasi untuk program ini merupakan
hambatan besar. Anggaran harus dialokasikan secara khusus
dan terencana dalam APBD perubahan atau tahun anggaran
berikutnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan inkubasi,
pelatihan, dan bantuan modal.

Level 2: Prioritas Tinggi (Strategis dan Berdampak Besar)

1. Membangun Basis Data Terpadu: Kesenjangan data
kewirausahaan harus segera diatasi dengan membangun basis
data tunggal yang terintegrasi (Single Database) dari berbagai
OPD untuk memudahkan penargetan dan monitoring,
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Mengoptimalkan Program Inkubasi: Perlunya revitalisasi dan
penguatan inkubator bisnis yang sudah ada agar lebih efektil
dalam membina calon wirausaha muda. Ini termasuk pelatihan
SDM pengelola inkubator dan penyediaan fasilitas yang

memadai.

. Meningkatkan Promosi dan Kampanye Program: Kesadaran

dan minat publik terhadap program ini masih rendah.
Diperlukan kampanye masif dan komunikasi publik yang efektif
untuk menjangkau generasi muda di seluruh kabupaten/kota.

Level 3: Prioritas Jangka Menengah (Penguatan dan
Keberlanjutan)

1

Penguatan Kemitraan Strategis: Meskipun sudah ada,
kemitraan dengan perguruan tinggi, BRIN, dan dunia usaha
perlu diperkuat dengan nota kesepahaman (MoU) dan program
kerja yang jelas dan terukur.

Penyediaan Infrastruktur Pendukung: Pembangunan RTH
menjadi RPK (Ruang Publik Kreatif) dan penyediaan akses
internet di ruang publik dapat direncanakan untuk mendukung
ekosistern inovasi jangka panjang, meskipun bukan prioritas
paling mendesak di tahun pertama.

Pengembangan Kerjasama Internasional: Meskipun masih
belum ada, menjajaki dan membangun kerjasama internasional
untuk pertukaran pengetahuan dan akses pasar global adalah
langkah strategis untuk keberlanjutan program di tahun-tahun
mendatang.
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Hasil analisis kesenjangan di Bab VI telah mengidentifikasi
secara jelas arca-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan
penguatan untuk mencapai target pembangunan. Temuan ini menjadi
dasar yang kuat bagi perumusan langkah-langkah konkret.
Selanjutnya, Bab VII akan merumuskan strategi-strategi utama yang
harus dijalankan untuk menutup kesenjangan tersebut, baik dalam
hal kapasitas kebijakan berbasis bulkti maupun dalam pengembangan

ekosistem riset dan inovasi secara keseluruhan.
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BAB VII
STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

7.1 Btrategi Penguatan Kapasitas Kebijakan Berbasis Bulkti

Pada bagian ini diuraikan strategi untuk meningkatkan
kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghasilkan
rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Strategi
tersebut diarahkan pada optimalisasi berbagai faktor pendukung,
meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia IPTEK daerah,
penyediaan fasilitas pendukung analisis kebijakan dan inovasi,
kecukupan dan keberlanjutan anggaran riset, keberlanjutan program
riset dan inovasi, penguatan kelembagaan IPTEK, serta perluasan
jejaring riset dan inovasi dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini
menjadi fondasi utama dalam memastikan proses perumusan
kebijakan daerah berjalan secara terukur, sistematis, dan berbasis
data.

Perumusan strategi ini juga mempertimbangkan capaian
kemampuan daerah dalam lma tahun terakhir, mencakup jumlah
rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan dan
dimanfaatkan, pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik, inovasi daerah lainnya, serta dinamika Nilai Indeks
Inovasi Daerah ([ID]. Melalui penguatan dan perbaikan berkelanjutan
terhadap aspek-aspek tersebut, Provinsi Sumatera Selatan
diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan
mendorong inovasi yang lebih adaptif, efektif, serta berkontribusi
langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah.
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Tabel 7. 1 Strategi Daerah dan Arah Kebijakan Menghasilkan

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

No Strategi Daerah Arah Hebijakan

1. | Penguatan kapasitas | Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM IPTEK,
SDM IPTEK dan peneliti, analis kebijakan, dan perencana melahai
analis kebijalean pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pengembangan

| daerah talenta digital, serta kemitraan dengan perguruan
tinggi guna mendukung penyusunan rekomendasi
) kebijakan berbasis bukii secara konsisten, _—

2. | Penpguatsan Memperkuat peran kelembagaan IPTEK, khususnya
kelembagaan [PTEK | BRIDA, sebagai koordinator riset dan inovasi daerah
sebappi penggerak yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan
evidence based perumusan kebijakan, sehingga hasil kajian riset
policy secara sistematis dimanfaatkan dalam pengambilan

keputusan daerah.

3. | Optimalisasi Menyelenggarakan program riset dan inovasi daerah
program risel dan yang terstruktor, lintas sektor, dan berkelanjutan
inovasi daerah vang | dengan orientasi pada kebutuhan strategis daerah,
berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi

kehijakan berbasis bukti yang relevan dan
berdampak nyata.

4, | Penguatan Mendorong mekanisme formal yang mewajibkan
pemanfaatan hasil penggungan hasil kajian dan naskeh akademik
riset dalam sebapai dasar penyusunan kebijakan dan produk
peErtmusan hukum daerah, guna meningkatkan konsistensi
kehijakan daerah penerapan  evidence based policy dalam proses

pengambilan kepulusan,

5. | Pengembangan Mengoptimalkan kerja sama risel dan inovasi dengan
jojaring riset dan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media
inovasi berbasis untuk memperkuat kualitas kajian, memperluas
kolaborasi perspeklif kebijakan, serta meningkatkan relevansi
Pentahelix rekomendasi  kebijakan berbasis bukti terhadap

kebutuhan deerah. |

6. | Penyediaan dan Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas nset,
penguatan fasilitas data, dan analisis kebijakan yang terintegrasi
pendulkung riset dengan kelembagaan [PTEK, sehingga proscs
dan analisis penyusunan rekomendas| kebiiakan berbasis bulkti

| kebijakan dapat dilakukan secara efeltif dan efisien.

7. | Penguatan Menjamin ketersediaan anggaran riset dan inovasi
dulkungan anggaran | daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana
riset dan kebijakan | melalui APBD dan sumber pendanaan lain yang sah,
berbasis bulkt guna  mendulkung  keber riset seria

penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti
secara optimal.

7.2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi
Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (PUD)
melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi menjadi langkah
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penting dalam meningkatkan daya
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini
dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, yakni
pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap
pihak berperan
mengembangkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar,
Komoditas yang telah ditetapkan sebagai PUD meliputi Padi, Jagung,
Cabai, Bawang Merah, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Sapi, Ikan
(Ikan Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, dan Gabus), Udang, Wisata Alam,
serta Kerajinan dan Produk Kreatif yang selanjutnya akan
dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah
masing-masing. Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung

saing serta mendorong

sesuai -kapasitasnya untuk bersama-sama

pengembangan ini telah disusun selaras dengan komponen ekosistern

riset dan inovasi, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk

Unggulan Daerah

No Strategi Daerah Arah Kebijakan

1. | Meningkatkan nilai Mendorong  pengembangan  industri  hilir,
tambah produk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta
unggulan daerah memfasilitasi inovasi dan diversifikasi produk
berbasis potensi lokal | untuk meningkatkan days saing di pasar nasional

dan global.

2. | Memperkuat Membangun jejaring riset dan inovasi antara
kelembagaan dan pemerinteh, akademisi, dunia usaha, dan
ekosistem inovasi komunitas serta memperkuat sistem pendukung
daerah inovasi dan teknologi untuk pengembangan produle

unggulan,

3, | Mengoptimalkan Mendorong penerapan prinsip ramah lingkungan
pemanfastan sumber |dalam proses produksi, memperkuat regulasi
daya alam secara pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan
berkelanjutan untuk | kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi

|| produk unggulan hijau.

4. | Meningkatkan akses | Mengembangkan platform pemasaran digital,
pasar dan promosi memperluas  jaringan  distribusi, memperkuat
produk unggulan branding daerah, serta mengikutsertakan produk
daerah ungeulan dalam pameran dan promosi tingkat

nasional maupun internasional.

5. | Meningkatkan Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial bagi
kualitas SDM dan pelaku UMKM, mendorong regenerasi pelaku usahs
kapasitas muda, serta membangun pusat pelatihan terpadu
kewirausahaan untuk pengembangan produk unggulan daerah.
daecrah
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Kemudian Adapun strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi
di daerah yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan
isu yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang. Pendekatan ini
mengacu pada kerangka pembangunan ekosistemn riset dan inovasi
yang terintegrasi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi Provinsi
Sumatera Selatan hingga dua dekade ke depan adalah masih tingginya
tingkat kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak pada
lambatnya percepatan pembangunan daerah. Melalui upaya
sistematis dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi,
diharapkan isu-isu prioritas tersebut dapat ditangani secara lebih
efektif. Strategi dan arah kebijakan yang disusun telah diselaraskan
dengan unsur-unsur utama dalam ekosistem riset dan inovasi,
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.3.

Tabel 7. 3 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah
Ko

 No Birategi Dmerah
1, | Meningkstkan kualitas
hidup masyarakat
melalui  pengentasan
kemiskinan dan
penurunan stunting

Argh Hebijakan
Memperluas program  perlindungan  sosial,
meningkatkan akses pangan bergizi, memperkuat
layanan keschatan ibu dan anak, serta mendorong
pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berbasis
komunitas dan kewirausahaan lokal.

Mengoptimalkan
produktivitas
pertanian,
perkebunan, dan
hilirisasi komoditas
unggulan

sektor

Menderong penerapan pertanian modermn berbasis
teknologi, memperkuat rantai pasok dan industri
pengolahan hasil pertanian, serta memperhuas
kemitraun  dengan  sektor swasta untuk
meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Meninghatkan
pemeratsan dan
kualitas layanan dasar
pendidikan, kesehatan,
serta infrastruktur
publik

Meningkatkan akses dan kualitas sehkolah serta
fasilitas kesechatan di  scluruh  wilayah,
memperkuat kapasitas tenaga pendidik dan tenaga
medis, serta mempercepat —pembangunan
infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan
sanitasi.

Memperkuat
ketahanan linghkungan
dan mitgasi bencana
daerah

Meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas
restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan,
memperkuat tata kelola sumber daya alam
berbasis mitigasi misiko, serta mendorong
partisipasi masvarakat dalam  pencegahan
kebakaran dan pengelolaan lingkungan.

Meningkatkan daya
saing daerah melnhii
| penguatan investas]

Menyederhanakan perizinan investasi,
memperkuat infrastruktur ekonomi dan kawasan
industri, mendorong pengembangan energ |
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i dan transiormasi
| ekonomi berlelonjuisn

terbarukan, serta memiasilitasi pelaku usaha lokal
agar siap menghadapi transisi ekonomi hijau.

6. | Meningkatkan tata
keloln  pemerintahan
dan |kapasitas [fskal
untulk mendukung
pembangunan daerah

Mendorong reformasi hirokrasi berbasis digital,
memperkuat akuntabilitas dan transparansi
keuangan daerah, meningkatkan optimalisasi
pendapatan asli daerah, serta memperkuat
kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam
pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.

Dengan strategi yang telah dirumuskan pada Bab VII, langkah
selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam rencana aksi yang

operasional dan terukur. Agar implementasi strategi dapat berjalan
terarah, efektif, dan tepat sasaran, diperlukan suatu peta jalan yang
jelas. Bab VIII menyajikan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah yang

memuat rencana aksi, tahapan strategis, serta mekanisme monitoring

dan evaluasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat
mencapai target 100.000 Sultan Muda Sumsel pada akhir periode

2029.
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BAB VIII
PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

8.1 Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah 100.000 Sultan Muda
Sumsel

Rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk
mendukung program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan
dibangun melalui enam elemen utama ckosistem inovasi. Setiap
elemen memuat rangkaian kegiatan strategis, indikator kinerja, target
tahunan, serta sasaran akhir yang diarahkan untuk memperkuat
kapasitas Sultan Muda, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta
memperluas akses pasar dan kemitraan. Rencana aksi ini disusun
untuk memastikan bahwa ekosistem pendukung mulai dari
kebijakan, kelembagaan, SDM, hingga jejaring inovasi berfungsi
secara terpadu guna mempercepat lahirnya 100.000 pelaku usaha
muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing di Sumatera Selatan.
Berikut ini ringkasan penjelasan dari setiap elemen ekosistem riset
dan inovasi daerah sebagai landasan pengembangan 100.000 Suitan
Muda Sumsel.

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Penguatan kebijakan dan infrastruktur riset menjadi dasar
penting dalam mendukung lahirmya 100.000 Sultan Muda di
Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi perlu menyediakan
regulasi yang mempermudah pengembangan kewirausahaan
muda, akses permodalan, serta fasilitas inovasi seperti inkubator
bisnis, laboratorium produksi, dan pusat pelatihan teknologi.
Pemantapan kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang
kondusif agar para Sultan Muda dapat mengakses informasi,
teknologi, serta sumber daya yang diperlukan untuk membangun
usaha yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
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2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi
Daerah
Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi elemen krusial
untuk mendukung pemberdayaan 100.000 wirausaha muda.
Melalui penguatan peran OPD, lembaga inkubasi, lembaga
keuangan daerah, dan institusi pendidikan, Sumatera Selatan
dapat menyediakan layanan pendampingan usaha, pelatihan
teknis, hingga konsultasi bisnis yang lebih terstruktur.
Optimalisasi daya dukung kelembagaan ini memastikan Sultan
Muda mendapatkan akses terhadap kompetensi manajerial,
keterampilan teknologi, dan dukungan administratif yang
memadai untuk mengembangkan usaha sejak tahap rintisan
hingga skala tumbuh.
3. Kemitraan dalam Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
Kolaborasi lintas pihak menjadi landasan untuk mempercepat
pengembangan ekosistem 100.000 Sultan Muda. Kemitraan
antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, BUMD,
lembaga riset, serta komunitas wirausaha diperlukan untuk
membuka jalan bagi transfer teknologi, pembinaan usaha,
pembukaan akses pasar, dan peluang investasi. Model kemitraan
vang baik akan membantu menciptakan rantai nilai yang
terintegrasi, mempermudah akses logistik, memperkuat
pemasaran digital, serta memastikan setiap Sulian Muda dapat
memanfaatkan dukungan ekosistem secara optimal.
4. Budaya Riset dan Inovasi Daerah
Pembentukan budaya inovasi dan kreativitas menjadi fondasi
dalam mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang kompetitif,
Pemerintah provinsi perlu menumbuhkan semangat eksperimen,
adopsi teknologi, serta keberanian mencoba model bisnis baru di
kalangan generasi muda. Budaya inovasi ini dapat diperkuat
melalui lomba inovasi, inkubasi kreatif, pelatihan digital, serta
kampanye literasi kewirausahaan yang melibatkan sekolah,
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kampus, dan komunitas lokal. Dengan budaya yang mendukung
inovasi, para Sultan Muda akan lebih siap menghadapi tantangan
pasar dan mengembangkan usaha berbasis solusi.
Koherensi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Koherensi kebijakan diperlukan untuk memastikan seluruh
program 100.000 Sultan Muda berjalan secara selaras, terukur,
dan tepat sasaran. Penyelarasan kebijakan kewirausahaan muda
dengan RPJMD, kebijakan ekonomi kreatif, program pengentasan
kemiskinan, serta strategi transformasi digital akan memperkuat
sinergi antar OPD dan meminimalkan duplikasi program. Melalui
kebijakan yang terintegrasi, intervensi yang diberikan kepada
Sultan Muda dapat lebih sistematis mulai dari tahap edukasi,
inkubasi, penguatan usaha, hingga ekspansi pasar.
Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Pengembangan 100.000 Sultan Muda perlu diselaraskan
dengan dinamika global agar wirausaha muda Sumsel mampu
bersaing dalam ekonomi modern. Adaptasi terhadap
perkembangan teknologi digital, ekonomi hijau, keberlanjutan,
dan tren bisnis global akan memperluas peluang inovasi bagi para
pelaku usaha muda. Penyelarasan ini mencakup peningkatan
literasi digital, pemanfaatan platform global, orientasi ekspor bagi
produk unggulan lokal, serta integrasi konsep usaha ramah
lingkungan. Dengan mengikuti arah perkembangan global, Sultan
Muda Sumsel akan memiliki basis kompetitif yang lebih kuat dan

berorientasi masa depan.
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8.2 Tahapan Strategis Berdasarkan Elemen Ekosistem

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah strategis yang akan
ditempuh dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan dalam
penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya
mendukung tema prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu
menciptakan 100.000 Sultan Muda Sumsel. Rencana Induk Peta Jalan
Pemajuan [lmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi
Sumatera Selatan ini disusun sebagai dokumen stralegis yang merupakan
dolkumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), yang memberikan arah, panduan, serta landasan terstruktur bagi
Pemerintah Provinisi Sumatera Selatan dalam merancang, mengembangkan,
dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis riset dan
ihovasi. Peta jalan ini berfungsi sebagai kerangka kerja integrutif yang
menyatukan berbagai kemponen penting, mulai dari kebijakan, sumber daya
manusia, infrastruktur, pendanaan, jejaring kemitraan, hingga regulasi,
agar bergerak secara terpadu menuju pembangunan daerah yang berbasis
pengetahuan (knowledge-based development). Melalui penyusunan peta
jalan ini, diharapkan Provinsi Sumatera Selatan mampu membangun
ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan,
serta relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, sekaligus selaras dengan
dinamika dan perkembangan global.

Secara tematik, peta jalan ini difokuskan pada upays penguatan
kapasitas generasi muda, kewirausahaan, serta inovasi daerah dalam
rangka mendukung terwujudnya 100.000 Sultan Muda Sumsel. Peta jalan
ini memuat tahapan dan langkah strategis yang akan dilaksanakan secara
bertahap dari tahun pertama hingga tahun kelima sebagai bagian dari upaya
sistematis dalam menumbuhkan wirausaha muda yang inovatif, produltif,
berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak perskonomian
daerah. Dalam implementasinya, peta jalan ini disusun dengan mengacu
pada kerangka ekosistemn riset dan inovasi daerah yang mencakup enam
elemen utama, yaitu: (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi
daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, (3}
kemitraan riset dan inovasi, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan
atau koherensi riset dan inovasi di daerah, serta (6) penyelarasan dengan
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perkembangan global, Keenam elemen tersebut menjadi fondasi utama
dalam merancang setiap tahapan pelaksanaan peta jalan agar berjalan
secara sinergis, terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.
Dengan demikian, peta jalan ini tidak hanya menjadi instrumen
perencanaan strategis dalam bidang riset dan inovasi, retapi juga menjadi
alat pengendali dan pengarah pembangunan daerah yang berorientasi pada
penguatan kapasitas sumber daya manusia, kewirausahaan muda, dan
inovasi. Kehadirannya diharapkan mampu memastikan bahwa program dan
kegiatan yang dirancang dalam RIPJ PID berjalan selaras dengan arah
kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, mendukung penciptaan

Sultan Muda Sumsel, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat

ekonomi lokal, serta mewujudkan kesejahieraan masyarakat Provinsi

Sumatera Selatan secara berkelanjutan. Adapun tujuan utama penyusunan

peta jalan fread map) 100.000 Sultan Muda Provinsi Sumatera Selalan

adalah sebagai berikut:

a) Memberikan arah dan pedoman strategis bagi Pemerintah Provinsi
Sumstera Selatan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah
secara terencansa, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari
pelaksanaan RRJMD.

b} Mendorong percepatan lahirnya pengusaha muda (Sultan Muda) yang
inovatif dan berdaya saing, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi sebagai basis pengembangan usaha.

©) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya daerah dalam
mendukung riset, inovasi, dan kewirausahaan, melalui penguatan
kebijakan, infrastruktur, pendanaan, serta kemitraan multipihalk.

d) Mewujudkan keterpaduan dan koherensi program riset dan inovasi
daerah, agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat
daerah berjalan selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

€ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan, melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan muda
berbasis inovasi yang mampu menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing
Provinsi Sumatera Selat
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8.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan implementasi Peta Jalan Riset dan Inovasi

Daerah, khususnya dalam pencapaian target 100.000 Sultan Muda
Sumsel, berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan,

diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang terstruktur

dan berkelanjutan. Monev ini bertujuan untuk mengukur kemajuan,
mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan secara dini.
Mekanisme yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1) Institusi Pelaksana Monev:

%]

Q

Penanggung jawab utama Monev adalah Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama
dengan Bappeda sebagai koordinator perencanaan
pembangunan.

Tim pelaksana Monev bersifat lintas OPD, melibatkan perwakilan
dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas

Perdagangan, dan OPD terkait lainnya.

2) Periode dan Frekuensi Pelaporan:

3)

o

(]

Pelaporan Triwulanan: Setiap OPD pelaksana wajib
menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada Sekretaris
Tim Monev setiap 3 bulan.

Rapat Evaluasi Semesteran: Dilaksanakan setiap 6 bulan untuk
mengevaluasi capaian semester, membahas kendala, dan
merumuskan strategi akselerasi.

Laporan Tahunan: Pada akhir tahun anggaran, akan disusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP} yang mencakup evaluasi
menyeluruh terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen RIPJ PID dan RPJMD,

Indikator Kunci Monev:

Monev akan difokuskan pada indikator-indikator kunci berikut,

yang tercantum dalam Tabel 8.1 Rencana Aksi:

o

L=

Indikator Input: Realisasi anggaran yang diserap untuk setiap
program [ kegiatan.

Indikator Output: Jumlah Naskah Akademik yvang dihasilkan,
jumlah pelaku usaha yang diinkubasi, jumlah pelatihan yang
diselenggarakan, jumlah kemitraan yang terbentuk.

Indikator Outcome: Jumlah Sultan Muda yang berhasil dibina
(kumulatif menuju 100.000), peningkatan omzet usaha, dan
penciptaan lapangan kerja baru.
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o Imdikator Dampak: Kontribusi program terhadap penurunan

angka pengangguran terbuka dan pengurangan kemiskinan di
, Provinsi Sumatera Selatan.
4) Mekanisme Tindak Lanjut:

o Rekomendasi Perbaikan: Hasil evaluasi akan dituangkan dalam
rekomendasi perbaikan yang bersifat korektif bagi OPD yang
mengalami kendala.

o Penyelarasan Program: Apabila ditemukan adanya tumpang
tindih atau ketidaksinkronan program, Tim Monev akan
merekomendasikan penyesuaian dan realokasi anggaran.

o Penghargaan dam Sanksi: Uniuk mendorong kinerja, akan
diberikan penghargaan kepada OPD dengan kinerja terbaik dan
teguran/rencana aksi khusus bagi OPD yang kinerjanya di bawah
largel.

Dengan mekanisme Monev yang ketat dan transparan ini,
diharapkan implementasi RIPJ PID dapat berjalan secara efektif, efisien,
dan akuntabel, serta mampu mencapai target strategis 100.000 Sultan
Muda Sumsel pada tahun 2029.

8.4 Kesimpulan
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
strategis yang disusun sebagai turunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam
implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Berdasarkan hasil
analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik
beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:
1) Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi yang Melimpah
Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam
dan ekonomi yvang sangat besar, yang tercermin dari beragamnya
Produk Unggulan Daerah (PUD) di sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, pariwisata, dan ckonomi kreatif. Komoditas unggulan
seperti padi, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, aneka ikan, dan
kerajinan songket memiliki kontribusi signifikan terhadap



2)

3)

4

5)
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perckonomian daerah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya
dioptimalkan karena masih rendahnya nilai tambah, keterbatasan
akses pasar, dan minimnya penerapan teknologi dalam rantai nilai
produksi.
Ekosistem Riset dan Inovasi yang Perlu Diperkuat

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan telah meraih predikat sebagai
daerah sangat inovatif dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) yang
konsisten tinggi, masih terdapat berbagai keterbatasan dalam
ekosistem riset dan inovasi. Kemampuan daerah dalam
menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) masih
rendah, dengan hanya 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
dalam 5 tahun terakhir. Jumlah inovasi tata kelola dan pelayanan
publik menunjukkan tren penurunan, sementara sinergi dan
kolaborasi antar-OPD masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan
perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia,
dan infrastruktur riset.
Permasalahan Strategis Daerah yang Memerlukan Solusi Inovatif

Identifikasi permasalahan utama daerah mengungkapkan
sembilan isu strategis yang saling terkait, meliputi kemiskinan dan
stunting, produktivitas pertanian, layanan pendidikan dan
kesehatan, pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, daya saing
dan investasi, kapasitas fiskal, transformasi ekonomi, serta reformasi
birokrasi. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan pendekatan
penyelesaian yang holistik dan berbasis riset serta inovasi, tidak
hanya sekadar pendekatan konvensional.
Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel sebagai Solusi Integratif

Penetapan program "100.000 Sultan Muda Sumsel” sebagai tema
prioritas merupakan jawaban strategis atas berbagai permasalahan
pembangunan daerah. Program ini secara langsung menyasar
permasalahan pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan
wirausaha baru, mendorong transformasi ekonomi melalui
pengembangan sektor kreatif dan digital, serta meningkatkan
kualitas SDM dan daya saing daerah. Ruang lingkup program yang
mencakup berbagai sektor prioritas dengan dukungan pelatihan,
akses permodalan, dan pendampingan menunjukkan pendekatan
yang komprehensif.
Tantangan dan Peluang yang Jelas Teridentifikasi

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Sumatera
Selatan menghadapi berbagai tantangan, seperti mutu kebijakan
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yang belum berbasis bukti, penerapan kebijakan yang belum optimal,
rendahnya budaya riset, kurangnya sinergi pentahelix, keterbatasan
anggaran, dan infrastruktur riset yvang belum memadai. Namun
demikian, terdapat pula peluang besar vang dapat dimanfaatkan,
antara lain arah kebijakan nasional yang mendukung riset dan
inovasi, potensi kerja sama lintas lembaga, serta dukungan sumber
daya manusia dan infrastruktur yang terus berkembang.
Kesenjangan yang Memerlukan Penanganan Prioritas

Analisis kesenjangan mengungkapkan bahwa prioritas tertinggi
penanganan adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas
OPD, penyusunan regulasi payung berupa Perda/Pergub tentang
pengembangan kewirausahaan, dan penyediaan anggaran khusus
untuk program 100.000 Sultan Muda. Selain itu, pembangunan basis
data terpadu, optimalisasi program inkubasi, dan peningkatan
promosi program juga menjadi prioritas strategis yang harus segera
direalisasikan.
Strategi Penguatan yang Terarah dan Terukur

Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan kapasitas
kebijakan berbasis bukti melalui 7 (tujuh) strategi utama, serta
pengembangan ekosistem riset dan inovasi melalui 5 (lima) strategi
untuk pengembangan produk unggulan daerah dan 6 (enam) strategi
untuk penyelesaian permasalahan prioritas. Strategi-strategi ini
dirancang untuk menjawab kesenjangan vang teridentifikasi dan
memperkuat fondasi riset dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Peta Jalan yang Komprehensil untuk Mewujudkan Target 2029

Peta jalan yang disusun mencakup rencana aksi dengan 18
kegiatan strategis yang melibatkan berbagai OPD, dilengkapi dengan
target tahunan dan sasaran akhir yang jelas. Tahapan strategis
berdasarkan enam elemen ekosistem riset dan inovasi memastikan
implementasi berjalan secara sinergis, terarah, dan berkelanjutan.
Mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur memberikan
kepastian bahwa program dapat dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki
secara berkala untuk mencapai target 100.000 Sultan Muda Sumsel
pada tahun 2029.

8.5 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut disampaikan

beberapa rekomendasi untuk mendukung keberhasilan implementasi
RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029:
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1) Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur dan
Wakil Gubernur, perlu menunjukkan komitmen peolitik yang kuat
dalam mendukung implementasi program 100.000 Sultan Muda
Sumsel. Komitmen ini harus diwujudkan melalui penerbitan regulasi
payung, pengalokasian anggaran yang memadai, pembentukan tim
percepatan yang efektif, serta kepemimpinan yang mendorong
kolaborasi lintas OPD dan pemangku kepentingan.

Percepatan Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan

Sangat mendesak untuk segera menyusun dan menetapkan
Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tentang
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang menjadi payung
hukum bagi program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Selain itu, perla
diperkuat kelembagaan BRIDA dan dibentuk satuan tugas khusus
yang bertanggung jawab atas koordinasi, implementasi, dan
monitoring program secara lintas sektor.

Optimalisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dan
berkelanjutan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda
Sumsel dalam APBD tahun anggaran mendatang. Selain itu, periu
dijajaki dan dikembangkan skema pendanaan inovatif dari sumber-
sumber non-APBD, seperti dana CSR dari BUMN/BUMD /swasta,
program kewirausahaan dari perbankan dan lembaga keuangan,
serta pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor

Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi yang efektif antar-
OPD melalui forum-forum rutin, sistem informasi terpadu, dan
pembagian peran yang jelas. Bappeda dan BRIDA perlu berperan
sebagai koordinator utama untuk memastikan scluruh program dan
kegiatan di setiap OPD selaras, tidak tumpang tindih, dan saling
mendukung untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Pembangunan Basis Data dan Sistem Informasi Terpadu

Sangat penting untuk segera membangun basis data
kewirausahaan yang terintegrasi (Single Database) yang menghimpun
data dari seluruh OPD terkait. Basis data ini harus digital, akurat,
dan terhubung dengan Satu Data Indonesia, serta dapat diakses oleh
seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi program.
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Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Inkubasi

Program pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha muda
perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Inkubator bisnis yang
sudah ada harus direvitalisasi dan diperkuat dengan fasilitas, SDM
pengelola, dan program inkubasi yang lebih terstruktur. Pemerintah
daerah juga perlu menjalin kemitraan stralegis dengan perguruan
tinggi, dunia usaha, dan komunitas untuk memperkuat ekosistem
pendukung.
Penguatan Promosi dan Kampanye Publik

Diperlukan strategi promosi dan kampanye publik yang masif dan
kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan minat generasi muda
terhadap program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Pemanfaatan media
digital, sosial media, dan saluran komunikasi lainnya harus
dioptimalkan untuk menjangkau targel sasaran di seluruh
kabupaten /kota.
Implementasi Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Mekanisme  monitoring dan evaluasi harus  segera
diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Hasil monitoring
dan evaluasi harus menjadi dasar bagl perbaikan program secara
berkelanjutan, dan harus ada mekanisme penghargaan bagi OPD
yang berkinerja baik serta sanksi bagi yang tidak mencapai target.
Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Perkembangan Global

Program-program riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan
harus terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk Asta
Cita Presiden, RPJMN, dan kebijakan BRIN. Selain itu, perlu dijajaki
peluang kerjasama internasional untuk transfer pengetahuan dan
teknologi, perluasan akses pasar, seria pengembangan produk
berstandar global.

10) Partisipasi Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi RIPJ PID membutuhkan partisipasi
aktif dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah
daerah, tetapi juga akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan
masyarakal. Kolaborasi dan sinergi yang kuat akan menciptakan
ekosistemn kewirausahaan yang kondusif bagi lahimya 100.000
Sultan Muda Sumsel yang inovatif, produktif, dan berdaya saing

tinggi.
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Demikian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan [PTEK Daerah
(RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025--2029 ini disusun.
Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam mengarahkan pemanfaatan riset dan
inovasi untuk mendukung percepatan pembangunan daecrah. Dengan
komitmen, kolaborasi, dan kerja keras bersama, cita-cita mewujudkan
Sumatera Selatan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan melalui
penguatan IPTEK dan kewirausahaan pemuda dapat terwujud pada
tahun 2029 dan seterusnya.

GUBERNUR SUMATERA SELAT.

H. HERMAN DERU




